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ABSTRAK

Hadirnya “orang kuat” Hos loka) dalam pileg maupun pilkada pasca
reformasi telah memberikan warna tersendiri dalam proses demokrasi yang terjadi
di tingkat lokal. Kehadiran mereka dalam pandangan sebagian besar sarjana
dianggap dapat menciderai proses demokrasi yang sedang berlangsung. Ini yang
menjadikan “orang kuat” dalam pileg dan pilkada selalu disetigmatisasi sebagai
hal yang negatif. Asumsi ini didasarkan pada maraknya praktik pemburuan rente
dan korupsi yang dilakukan oleh “orang kuat” lokal melalui kontrolnya terhadap
proses pengelolaan pemerintahan daerah, termasakomical resourcegang
ada di daerah. Kehadiran orang kuat dalam pilkada dan pileg lebih sebagai upaya
mereka untuk mengamankan sumber-sumber daya daerah agar tetap berjalan
sesuai dengan aturan mereka sendiri dari pada menurut aturan-aturan resmi atau
perundang-undangan yang dibuat oleh pelaksana peraturan yang lebih tinggi.
Berdasarkan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah
bagaimana lokabossesdi DPC Gerindra Sleman sebagai mesin pendulang suara
dalam pemilihan legeslatif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data diperoleh dari sumber-
sumber informan, melalui wawancara dan observasi serta ditambah dengan bahan
kepustakaan. Setelah data terkumpul, lalu dianalisis secara deskriptik kualitatif
analitik dengan menggunakan endekatan normatif dengan proses berpikir
induktif dan deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa keberadaan bos lokal di DPC
Gerindra Sleman berangkat dari adanya pengusaha dan tentara. Eksistensi mereka
menunjukkan kapasitas individu yang memiliki otoritas untuk menentukan
berbagai konteks kekuasaan, termasuk di dalamnya pendulangan suara di
kantong-kantong daerah pemilihan. Kerekatan relasi didasarkan atas hubungan
saling memanfaatkan dan mengekspresikan kepentingan yang sama antara orang
kuat pengusahlaersama tentara partai tercipta pola hubungan patron - client . Dan
untuk itu mereka sukses dalam berbagai konteks kekuasaan di DPC Gerindra
Sleman, misal : 1) Berhasil mengintrodusir kepemimpinan presidium untuk
mengeliminasi kepemimpinan sebagai ketua KMP di Kabupaten Sleman; 2).
Sukses mengamankan pencalegan dengan menempatkan tujuh orang dari
lingkaran kader-kader Gerindra yang militan untuk posisi Wakil Ketua Di
Lembaga Legeslatif DPRD Sleman. 3). Berhasil memenangkan pileg 2014, yang
menempatkan tujuh wakilnya menjadi anggota legeslatif, bila dibandingkan
dengan pileg 2009 yang hanya menempatkan satu wakilnya di lembaga legeslatif
kabupaten Sleman.
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MOTTO

S s b Ry s o ) GBS 5
G OS5 Y (ot Wl rgder de o ol b o)

%ffa/f telak ﬁerjanjz' Eefac[a orang-orang yang beriman d7 antara
kamu dan menjerjak-an amal-amal yang saleh bakwa dia Junjjuﬁ
Junjjulf akan menjmfz’fan mereka berkuasa dimuka bumi,
Jeﬁzgaz'mzma ﬁia telak menjacfz'k?zn orang-orang sebelum mereka
berkuasa, dan Junjjulf ﬁz’a akan mengyu/ﬂ@m Ecgz' mereka agama
yang tefak diridtiai- W;/a untuk mereka, dan
rﬁz’a benar-benar akan menukar ( keadaan ) mereka, sesudak mereka
dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyemlfa/f—
{,u cfenjtm tiada memfer&egutuk’an sesuatu apapun c[enjzm %Eu
5anmjm'¢goa yang éettga ) Eaflr sesudak G””ji ) itu,
maka mereka itulak orang-crang yang ft‘zemq
(QS. an-Nur [24]: 55).
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laki dan perempuan yang banyak. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap
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nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat
terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan
selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.

Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat
interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi
Agama Islam di Yogyakarta.

. Ayahanda Ahmad Siregar, dan lbunda Rosidah Ritonga yang dalam situasi
apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan doa dan dana buat
penyusun.
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. Terima kasih saya juga teruntuk kepada Kakek Alm. Kh. Bahrun Ritonga dan

Nenek Almh. Enon Asiyah Nasution yang semasa hidup mereka turut selalu



menyayangi dan mendidik cucunya ini agar menjadi anak yang berbakti
kepada kedua orang tua, agama dan negara tercinta. Doa saya selalu menyertai
mereka semoga Allah SWT menempatkan mereka di tempat yang sebaik-
baiknya disisi Allah SWT Amin.

8. Kepada orang-orang yang menginspirasi saya Tuan Guru Rumah Persulukan
Desa Tanjung Mulia Kh. Khoiruddin Rambe (Al-Kholidinnagsabandiyah),
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memberikan dukungan moral maupun spritual kepada saya selama ini.
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kebaikan yang kalian berikan menjadi amal semua.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi yang berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama R.l.
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.l. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor:
0543 b/ U/ 1987, tanggal 10 September 1987 yang secara garis besar uraiannya
adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal
Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan

tanda sekaligus sebagai berikut:

'1\?2:;‘ Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba’ b be
! ta’ t te
Sl sa S § (dengan titik di atas)
z jim j je
z ha’ h ha (dengan titik di bawah)
z kha’ kh ka dan ha
3 dal d de
3 zal 7 ze (dengan titik di atas)
D) ra’ r er
B zai z zet
BN sin S es
o syim sy es dan ye
) sad $ s (dengan titik di bawah)
%) dad d de (dengan titik di bawah)
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L ta t te (dengan titik di bawah)
L za’ z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ’ koma terbalik di atas

d gha g ge

- fa’ f ef

3 qaf q qi

& kaf k ka

J lam 1 el/ al

P mim m em

8, nun n en

9 waw w w

A ha’ h ha

I3 hamzah ‘ Apostrof

& ya’ 3 ye

B. Vokal (tunggal dan rangkap)
Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal (honoftong) dan vokal rangkagiftong).
1. Vokal Tunggal
Vocal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal Nama Huruf latin Nama
s Fathah a A
Kasrah [ [
e Dammah u U
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2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda Nama Huruf Latin Nama
L3 Fathah dan ya ai adani
> Fathah dan wau au adanu
Contoh :
- Kataba L Su'ila
J” Fa'ala ZAGP Kaifa
55 Zukira J3s Haula
LNU Yazhabu

C. Vocal Panjang (naddah):
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda Nama Huruf Latin Nama
... Fathah dan alif a a dengan garis di atas
= Fathah dan ya a a dengan garis di atas
= Kasrah dan ya i i dengan garis di atas
I N Dammah dan wau u u dengan garis di atas
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Contoh :

Jé Qala s Qila
Rama Jiks Yaqulu

D. Ta’ Marbutah
1. Transliterasta’ marbutah hidup atau yang mendapat harafahah, kasrah,
dan dammabh, transliterasinya adalah “t”.
2. Transliterasta’ marbutah mati atau mendapat harakat sukun, tansliterasinya
adalah “h”.
3. JikaTa’ Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang (“al-“), dan

bacaannya terpisah, maka& marbutah tersebut ditransliterasikan dengan

Hh”-
Contoh:
JubNi iy Raudah al-atfal
w«iJ\ i al-Madinah al-Munawwarah
il Talhah

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang

sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :
N Nazzala C’L\ Al-hajj
45 Al-birru & Nu'ima
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F. Kata Sandang “J”

Kata sandang yang diikuti oleh husyfamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf’[[Higanti
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.
Kata sandang yang diikuti oleh hugmariyah ditransliterasikan dengan “al”

dan diikuti dengan kata penghubung™

Contoh :
YA ar-rajulu 5 i al-badi'y
sazed as-saiyidatu M al-qalamu
G. Hamzah

Hamzah ditansliterasikan dengapostrof Namun itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal kata,

hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
034 G ta'khuzuna S| inna
el an-nau' Ll umi
2o Syai'un KT akala

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata bfilik atau kata kerjaisim maupunhuruf,
ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab
yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau
harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
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Contoh:

Oizzallg g0 1436 Fa aufu al-kaila wa al-mizan
S ey Tbrahim al-khalil
oo e o L4l Walillahi 'ala an-nasi hijju al-baiti
o &) gl manistata'a ilaihi sabila

I. Huruf Kapital
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan
sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri

tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan

kalimat.
Contoh :
J325 V) 45203 Wa ma Muhammadun illa rasul
5e8 s Ot el las; 222 Sya%l_ru Ramadanal lazi unzila fihi al-
— Qur'an
JUJ 25 et NHIS! Inna awwala baitin wudi'a linnasi

J. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Kehadiran orang kuat dalam pemilukada ataupun Pileg pasca lahirnya
UU No. 32 tahun 2004 hampir marak terjadi di beberapa daerah yang ada di
Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa liberalisali politik dan
pemilukada ataupun Pileg langsung telah membuka kran baru bagi seluruh
lapisan masyarakat di tingkat lokal untuk ikut perkompetisi dalam pemilukada,
serta menandai runtuhnya cengkraman militer dalam dunia politik.

Ironisnya, ketika pemilu langsung yang bebas diikuti oleh seluruh lapisan
masyarakat hanya dilihat sebagai bentuk pemenuhan dan tuntutan regulasi di
mana prosedur-prosedur demokrasi menjadi lebih penting dibanding subtansi
demokrasi itu sendiri, maka dapat sangat terbuka kemungkinan pimilu yang
hanya diwarnai oleh kompetisi antar elit dan tawar menawar kepentingan
semata dalam bahasa lainnya oligarki oleh elit politik atas demokrasi
prosedurat. Di sinilah bos lokal (orang kuat) hadir ikut serta mewarnai proses
demkorasi oligarki di tingkat lokal. Demokrasi oligarki merupakan bentuk
pembajakan Hijacking) institusi politik formal negara oleh institusi politik
informal, demi kepentingan segelitir elit politik.

Lebih lanjut, hadirnya “orang kuat’bés loka) dalam pileg maupun

pilkada pasca reformasi telah memberikan warna tersendiri dalam proses

'Ahmad Husni Mubarok, “Pilkada dan Shadow State”, dalam Gregorius Sahdan dkk.,
(Ed), Negara Dalam Pilkada Dari Collapse State ke Weak Stafegyakarta: IPD Press,
2008), him. 52



demokrasi yang terjadi di tingkat lokal. Kehadiran mereka dalam pandangan
sebagian besar sarjd@ndianggap dapat menciderai proses demokrasi yang
sedang berlangsung. Ini yang menjadikan “orang kuat” dalam pilkada selalu
disetigmatisasi sebagai hal yang negatif. Asumsi ini didasarkan pada maraknya
praktik pemburuan rente dan korupsi yang dilakukan oleh “orang kuat” lokal
melalui kontrolnya terhadap proses pengelolaan pemerintahan daerah,
termasukeconomical resourceyang ada di daerah. Kehadiran orang kuat
dalam pilkada dan pileg lebih sebagai upaya mereka untuk mengamankan
sumber-sumber daya daerah agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mereka
sendiri dari pada menurut aturan-aturan resmi atau perundang-undangan yang
dibuat oleh pelaksana peraturan yang lebih tinggi. Upuya untuk menguasai
alokasi sumberdaya ini mereka lakukan dengan cara menempatkan anggota
keluarga, kroni-kroninya dalam jabatan strategis atau bahkan menempatkan
dirinya sendiri dalam jabatan tertinggi yang ada di daerah.

Desentralisasi tidak otomatis meningkatkan politik ke arah yang lebih
demokratis. Seringkali desentralisasi menjadi kontraproduktif bagi demokrasi.
Dibutuhkan banyak usaha agar sistem politik yang telah terdesentralisasi
benar-benar mendedikasikan diri untuk kepentingan rakyat dan mencegah
kekuatan kelompok dominan dengan kemampuan fisiknya memanipulasi

proses pemilihan umum di tingkat lokal. Tidak mengherankan apabila muncul

L ihat John T. Sidel, “Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailan dan Indonesia”,
dalam John Harriss dkk., (Edpolitisasi Demokrasi Politik Lokal Baru(Jakarta: Demos,.
2005). Joel S. MigdalStrong Societies and Weak States: State-Society Relations and State
Capabilities in the Third World(Princeton: Princeton University Press, 1988); Syarif Hidayat,
“Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten”, dalam Henk Schulte dan Gerry van
Klinken (Ed.),Politik Lokal di Indonesia(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)



fenomena “mafia-mafia” dalam pemerintahan lokal yang semakin menjauhkan
rakyat dari proses politik.

Desentralisasi di negara berkembang dalam prakteknya terkadang
dipenuhi dengan konflik ekonomi, problem kinerja dan masalah korupsi. Elit di
tingkat lokal lebih berhasil memanfaatkan desentralisasi dengan menguasai
berbagai kelompok kepentingan ketimbang aktor-aktor lainnya. Arena elektoral
yang kecil di tingkat lokal dijadikan ajang konsolidasi dan bertahannya
kelompok otoritariarf.

Proses desentralisasi di negara berkembang seperti yang terjadi di
Indonesia kerapkali disamakan dengan proses demokratisasi dan tumbuhnya
civil society Padahal ketiga proses tersebut merupakan proses yang berbeda.
Pergeseran dari pemerintahan yang menerapkan sentralisasi kekuasaan ke
pemerintahan yang menerapkan desentralisasi kekuasaan tidaklah sama artinya
dengan peralihan dari pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan yang
demokratis. Pergeseran dari pemerintahan yang menerapkan sentralisasi
kekuasaan ke pemerintahan yang menerapkan desentralisasi kekuasaan juga
tidak secara otomatis menyiratkan terjadinya pergeseran dari negara yang kuat
beralih menjadicivil societyyang kuat. Melemahnya negara di tingkat pusat

tidak secara otomatis menghasilkan demokrasi yang bertambah di tingkat lokal.

®Rajni Kothari, “Issues in Decentralized Governance”, dalam S.N. Jha dan P.C. Mathur
(eds),Decentralization and Local PoliticgNew Delhi : Sage Publications, 1999), him. 50-51.

*Merilee S. GrindleGoing Local : Decentralization, Democratization and the Promise
of Good GovernangégPrinceton : Princeton University Press, 2007), him. 7-9.



Desentralisasi dalam kondisi tertentu justru bisa diikuti oleh pemerintahan
yang otoriter’

Joel S. Migdal melihat fenomena di atas sebagai akibat bertahannya
pengaruh “orang kuat lokal” di arena politik lokal. Kekuatan pengaruh dari
“orang kuat lokal” bersumber dari terbentuknya segitiga akomodasi yang
dibangun oleh aliansi “orang kuat lokal” bersama aparat birokrasi negara di
tingkat lokal dan politisi di tingkat lokal. “Orang kuat lokal” berhasil
menempatkan diri berada diantara rakyat dengan sumber daya yang vital
seperti tanah, kredit dan pekerjaan. “Orang kuat lokal” memiliki kemampuan
memberikan jaminan kestabilan politik di tingkat lokal dan melakukan kontrol
sosial atas rakyat setempat. “Orang kuat lokal” juga memiliki kemampuan
dalam memobilisasi rakyat.

Vedi R. Hadiz juga melakukan analisa mengenai fenomena “orang kuat
lokal”, mesin politik lokal yang korup dan daya tahan beberapa kelompok
otoritarian di kawasan Asia Tenggara yang sedang mengalami reformasi politik
seperti  Filipina, Thailand dan Indonesia. Justru melalui slogan tata
pemerintahan yang baik, desentralisasi memberikan jalan bagi kebangkitan dan
konsolidasi “orang kuat lokal”. Secata nyata desentralisasi telah dibajak oleh

kepentingan predatoris atau penghisap |ékal.

®Henk Schulte Nordholt, “Decentralization in Indonesia: Less State, More
Democracy?”, dalam John Harriss dkk., (E®plitisasi Demokrasi Politik Lokal Baru
(Jakarta: Demos,. 2005), him. 29-30.

®Joel S. Migdal,Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State
Capabilities in the Third World hal 88-93.

Vedi R. Hadiz, Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia : A Southeast
AsiaPerspective, (Stanford : Stanford University Press, 2010), him. hal 3-4.



Beberapa penelitinstitute of Asian Studiegang berbasis di Hamburg,
Jerman misalnya melakukan penelitian mengenai demokratisasi dan
desentralisasi di Indonesia pasca Orde Baru. Hasilnya menurut mereka ada
beberapa kecenderungan yang terjadi di dalam desentralisasi di Indonesia.
Desentralisasi memberikan efek samping meningkatnya korupsi di daerah,
meningkatnya politik uang, meningkatnya konsolidasi oligarki lokal,
meningkatnya penggunaan sektarianisme dan kebangkitan primordialisme.
Melalui intimidasi, diskriminasi dan kekerasan politik, desentralisasi berhasil
dimanfaatkan oleh oligarki elit lokal. Oligarki elit lokal tersusun dari birokrat
karir, pengusaha kaya, politisi partai dan anggota DPRD.

Fenomena kemunculan “orang kuat lokal” di era desentralisasi juga
berlangsung di Indonesia. Hampir semua pengamat dan pemerhati Indonesia
sepakat bahwa desentralisasi telah melahirkan “orang kuat lokal” yang
memiliki akar di daerah. Politik uang dan kekerasan kian mewarnai
pertarungan politik lokal. “Orang kuat lokal” mengandalkan agen-agen
kekerasan yang secara kultural sudah ada sebelumnya seperti jawara di Banten
atau dengan membentuk milisi-milisi baru. Selain memperalat partai politik,
“orang kuat lokal” di beberapa daerah juga melakukan mobilisasi dengan

mengeksploitasi politik etnis dan agama. Kekuatan politik etnis jauh lebih

8Marco Bunte dan Andreas Ufen (Ed§)emocratization in Post-Suharto Indonesia
(London: Routledge, 2009), him. 18-21.



relevan di tingkat daerah ketimbang di tingkat nasional. Demikian juga
hubungan darah, klan dan keluatga.

Politik lokal di Indonesia era desentralisasi menjadi ajang elit lokal
memanfaatkan demokrasi elektoral untuk mengamankan jabatan eksekutif dan
legislatif tingkat lokal kepada keluarga, kroni dan loyalis mereka. Beberapa
“klan politik” berhasil menjadikan Provinsi ataupun Kabupaten/ Kota sebagai
daerah kekuasaannya dan menjauhkan desentralisasi dari demokrasi “akar
rumput”. Kemampuan elit lokal tersebut ditunjang oleh kekayaan dan
kemampuan politiknya untuk melakukan pembelian suara ataupun
memanipulasi kesetian relijius dan etnik masyarakat setéthpat.

Pada penghujung abad dua puluh demokrasi telah menjadi pilihan dari
elit maupun masyarakat yang merindukan terwujudnya masyarakat yang
terbuka. Rezim otoritarian yang korosif telah mengikis terlalu lama kebebasan
sipil. Selain itu, demokratisasi dianggap menjadi alternatif bagi negara dunia
ketiga yang mengalami krisis. Sejarah telah menunjukkan bahwa demokratisasi
di regional Asia Tenggara khususnya di Indonesia telah menempuh trajektori
yang hampir serupa, krisis politik dan ekonomi telah menjadi katalisator bagi
runtuhnya otoritarianisme. Namun demikian, sebagaimana yang umumnya

terjadi pada negara-negara Asia Tenggara, dan ironisnya, demokratisasi tidak

°Antonius Made Tony Supriatma, “Menguatnya Kartel Politik Para Bos*, dalam Jurnal
PrismaVolume 28 Nomor 2 Oktober 2009, him. 26.

Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (ed$)roblems of Democratisation in
Indonesia: Elections, Institutions and Socj€ingapura : ISEAS, 2010), him. 7-15.



diikuti dengan konsolidasi demokrasi, menuju pada zona abu-abu yang
umumnya kurang mendapatkan perhatian oleh para penganjtrnya.

Di sisi lain, pemerintahan yang sentralistik, yang identik dengan
pemerintahan otoritarian perlu disusun ulang sesuai dengan kepentingan
masyarakat lokal, pihak yang kurang dilibatkan dalam perumusan kebijakan.
Sejalan dengan ini, desentralisasi dianggap sebagai seperangkat kelembagaan
yang paling tepat dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, responsif
dengan mendekatkan negara dengan masyarakat. Demokrasi dengan
desentralisasi sebagpanacea, khususnya yang terjadi Indonesia, memiliki
kecenderungan untuk dibajak oleh kepentingan-kepentingan predatoris yang
mampu secara cekatan beradaptasi dengan lingkup politik baru yang
demokratis. Sebenarnya ada banyak aspek turunan dari argumen bahwa
demokrasi Indonesia cenderung hanya menjadi panggung dari pementasan
aktor-aktor dengan masing-masing kepentingannya yang haus terhadap
kekayaan dan kekuasaan, namun pada konteks ini penulis hanya membatasi
pada peran lokal boses dalam mendulang suara di Pemilu.

Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2014 sudah selesai dilakukan.
Dinamika kampanye bervariasi terjadi di seluruh pelosok negeri. Kampanye
dengan suasana berbeda akan kembali berlangsung untuk Pilpres mendatang.
Hal yang penting dilakukan adalah melakukan evaluasi demi perbaikan
kualitas ke depan. Pertarungan dua pasangan calon presiden (capres) dan calon

wakil presiden (cawapres), yakni pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla

“Thomas Carothers, “The ‘Sequencing’ Fallacy”, daldwurnal of DemocragyVol.
18, No. 1, Januari, 2007, him. 15-20.



(JK) dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa semakin hangat. Berbagai cara
dilakukan dua pasangan itu agar bisa mendulang suara pada Pemilihan Umum
Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014.

Pertarungan dua kubu capres itu semakin sengit. Saat ini, perebutan kursi
untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia tidak hanya diramaikan dengan
berbagai bentuk kampanye negatif atau kampanye hitam. Dua poros capres
juga berebut sosok yang dianggap bisa menjadi penarik massa pendukung,
terutama dari kalangan artis dan tokoh-tokoh pemimpin organisasi
kemasyarakatan (ormas). Strategi menggunakan tokoh-tokoh yang memiliki
pendukung besar selalu digunakan partai politik (parpol) setiap pemilihan
umum (pemilu), terutama setelah Era Reformasi. Bahkan, ada salah satu parpol
yang kini diidentikkan dengan partai artis, karena setiap pemilu legislatif
(pileg) partai itu mengusung sejumlah artis untuk menjadi calon wakil rakyat.
Selain artis, sosok lain yang diajak untuk ikut serta mendulang suara adalah
tokoh-tokoh ormas, terutama ormas keagamaan.

Capres yang bertarung pada Pilpres 2014 juga turut berebut dukungan
dari tokoh dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama
(NU) dan Muhammadiyah. Hal itu wajar, karena dua ormas itu memiliki massa
pendukung yang jumlahnya masing-masing mencapai puluhan juta orang.
Yang menjadi persoalan, muncul kesan kalau ormas keagamaan terbelah gara-
gara dukungan terhadap salah satu kubu capres. Contohnya, mantan Ketua
Umum Pengurus Besar NU (PBNU) KH Hasyim Muzadi dan Ketua PP

Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa masuk dalam nama-nama tokoh



pendukung pasangan Jokowi-JK. Sedangkan, Ketua Umum PBNU Said Agil
Siradj dan tokoh NU Mahfud MD secara tegas menyatakan keberpihakan
terhadap pasangan Prabowo-Hatta.

Fakta itu bisa ditambah dengan kunjungan para pasangan capres-
cawapres ke kiai-kiai NU di beberapa daerah, terutama di Jawa. Pada dasarnya,
ormas keagamaan, baik NU maupun Muhammadiyah bersikap netral pada
panggung politik Tanah Air. Dasar perjuangan mereka memang bukan di
panggung politik, tapi pada berbagai persoalan sosial kemasyarakatan,
terutama pendidikan. Oleh karena itu, dua ormas itu pernah menegaskan posisi
mereka pada panggung politik Indonesia.

Kini, situasi politik yang kian hangat menjelang Pilpres 2014 membuat
para tokoh ormas ikut tertarik untuk melibatkan diri dalam tim pemenangan
salah satu capres. Meski mereka berdalih sikap politik itu merupakan sikap
pribadi, tentu para capres berharap agar tokoh-tokoh ormas itu bisa menarik
dukungan massa mereka. Memang, tidak ada larangan bagi setiap individu atau
kelompok masyarakat untuk menentukan sikap dan dukungan politik mereka
kepada salah satu capres. Namun, dukungan itu jangan sampai mencederai
perjuangan sosial kemasyarakatan organisasi tempat mereka bernaung saat ini.
Bangsa ini tentu ingin agar sikap politik para tokoh ormas itu tidak didasari
pada pragmatisme belaka. Harapan kabar yang berembus bahwa keikutsertaan
tokoh-tokoh itu karena iming-iming uang dan jabatan, tidak benar dan hanya

bentuk kampanye hitam.
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Rakyat ingin agar para tokoh ormas itu ikut ke salah satu capres karena
mereka menilai kandidat itu memiliki visi dan misi yang sama dalam
memperjuangkan kepentingan umat. Kehadiran tokoh-tokoh ormas dalam
panggung politik harus benar-benar didasari pada niat untuk memperbaiki dan
menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Tulisan ini ingin menelisik-menelusur tentang elite partai di aras lokal,
dalam penelitian yang dilakukan di salah satu partai politik Gerakan Indonesia
di DPC Kabupaten Sleman ditemukan variasi, relasi dan interaksi antar elite:
dalam rangka berebut suara dalam menempatkan wakil-wakilnya dalam suatu
kekuasaan. Kemudian menbentangkan strategi mereka mendapatkan,
menjalankan dan mempertahankan kekuasaan secara terorganisair di partai
politik dengan cara demokratis atau sebaliknya. Bertolak dari latar belakang
ini, penyusun ingin mengangkat tema lokal boses dalam mendulang suara,
penulis ingin menunjukkan “wajah baru” dari bos lokal dalam mengelola tata
pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam kajian ini penulis ingin mengatakan
bahwa kehadiran “orang kuat” dalam mendulang suara apakah selamanya
memiliki stereotip negatif sebagaimana yang dibayangkan oleh para sarjana di

atas.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan pokok
masalah sebagai berikut: Bagaimana lokal bosses di DPC Gerindra Sleman

sebagai mesin pendulang suara dalam pemilihan legeslatif?



11

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas.

Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan lokal

bosses di DPC Gerindra Sleman sebagai mesin pendulang suara dalam

pemilihan legeslatif
2. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penyusun, penelitian ini sebagai wahana dalam mengembangkan
pengetahuan Iimu politik Islam melalui kegiatan penelitian.

b. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini diharapkan memberikan hasil dan
dapat menambah perbendaharaan perpustakaan dan bermanfaat bagi
mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian lanjutan dari penelitian
ini.

c. Bagi Masyarakat diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi bagi
kajian politik Islam terutama dalam bidang pemikiran tentang lokal boses
dalam mendulang suara di Indonesia dalam pemilihan legeslatif,
khususnya di darah wilayah Sleman.

3. Kegunaan Praktis

a. Yaitu memberikan masukan pada instansi pemerintahan dan para
pembaca untuk lebih memperhatikan masalah lokal boses dalam
mendulang suara di Indonesia dalam pemilihan legeslatif.

b. Diharapkan dapat memberi penjelasan secara rinci mengenai lokal boses

di Indonesia.
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c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu
pengetahuan Islam khususnya politik Islam tentang pandangan Islam

dalam menyikapi lokal boses di Indonesia.

D. Telaah Pustaka
Sebelum menganalisa lebih lanjut, penyusun akan menelaah karya-
karya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, baik dari permasalahan
penting atau tidaknya local boses dalam mendulang suara. Di antara karya-
kaya atau buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji
dalam penyusunan skiripsi ini adalah:
Peneliti pertama yang dilakukan oleh Jainuri dengan judul “Orang Kuat

Partai Di Aras Lokal Blater Versus Lordalam Percaturan Politik. Dalam

penelitian ini, pelajaran yang bisa dipetik - lesson learned -, yakni:

1. Eksistensi orang kuat partai menunjukkan kapasiatas individu yang
memiliki otoritas untuk menentukan berbagai konteks kekuasaan, sementara
partai yang demokratis mewacanakan kolektif kolegialitas pimpinan dalam
menentukan berbagai konteks kebijakan partai, karena itu sebenarnya
keberadaan orang kuat di partai menjadi dilema tersendiri yakni : dilema
posisi — orang yang menduduki posisi puncak di partai justru meojadf
elite dari orang kuat, dilema struktur — kolektifitas pengaturan partai dirubah

menjadi otoritas individual orang kuat partai, dilema personalisasi institusi —

2jainuri, “Orang Kuat Partai Di Aras Lokal : Blater Versus LBalam Percaturan
Politik”, Skripsitidak diterbitkan, Fakultas FISIPOL Brawijaya Malang, 2005.



13

partai seperti miliknya sendiri karena itu pengaturan mekanisme partai
diatur sesuai dengan kehendaknya sendiri;

. Dalam konteks kekuasaan keberadaan orang kuat partai sebenarnya dapat
melimitasi sekaligus juga mereduksi berlakunya aturan partai dalam
pengaturan dinamika internal partai di aras lokal;

. Kerekatan relasi didasarkan atas hubungan saling memanfaatkan dan
mengekspresikan kepentingan yang sama antara orangl&teatbersama
oligarki partai tercipta pola hubunggatron - client. Dan untuk itu mereka
sukses dalam berbagai konteks kekuasaan di DPD PAN kota Malang, misal:
Berhasil mengintrodusir kepemimpinan presidium untuk mengeliminasi
kepemimpinan DPD yang absah; Sukses mengamankan pencalegan dengan
menempatkan orang dari lingkaran mereka untuk posisi sekretaris PPD Il
sebagai penyelenggara Pemilu di kota Malang; Berhasil menempatkan
empat orang dekatnya untuk jadi anggota parlemen lokal di kota Malang
tahun 1999 — 2004; dan Sukses menyelenggarakan Musyda PAN | tahun
2000 dan menguasai partai;

. Berbeda dengan orang kumdater yang mengekspresikan kekuasaan dengan
jalan natifisme, orang kuatlora berhasil menguasai partai dan
menghantarkan orang dekatnya menjadi anggota parlemen lokal tanpa jalan
kekerasan, orangkuat partai ini justru mengintrodoisikekerasan selama

ia bersama orang dekatnya mendominasi partai.
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Peneliti kedua, karya Zikry Auliya dengan judul “Local Bossism:
Indonesia dan Thailand dalam Perspektif KomparatiDalam penelitian ini
di mana peneliti menemukan bahwacal bossisntelah menjadi gejala yang
unik, yang menghinggapi negara dengan demokratisasi yang terhambat.
Namun demikian perlu diberikan catatan kritis bahwa disetiap negara memiliki
karakteristik yang berbeda, antara di Filipina, Thailand dan Indonesia. Paling
tidak ada beberapa perbandingan, antara local bossism yang muncul di
Thailand dengan di Indonesi@ertama, tesis Sidel bahwa local bossism tidak
mungkin berkonvergensi dan bersimbiosis dengan dinasti politik terbukti
untenable pada dua negara menunjukkan bahwa dinasti politik telah tumbuh
subur beberapa tahun setelah penelitian seminal Sidel memperoleh
popularitasnya dalam studi Asia Tenggara.

Kedua, berbeda dari pola genealogi yang terjadi di Thailand, bahwa
chao phoberdiri sebagamiddlemenatau perantara independen antara lbukota
dengan daerah, pada kasus Indonesia, embrio bos lokal terbentekzdssi
capitalism,kapitalisme semu yang bergantung pada negara, yang memperoleh
bentuknya yang sempurna ketika memperoleh bentuknya yang sempurna
sebagai kapitalis murni. Ketiga, perbedaan arthea phaodengan bos lokal di
Indonesia terletak pada derajat penggunaan senjata api. Persebaran senjata api
di Thailand cukup lebih mudah secara umum, dibandingkan yang terjadi di
Indonesia. Keempat, saya sepakat dengan Sidel bahwa keduanya sama-sama

tumbuh dan bergantung pada sumber daya negara di bawah rezim otoritarian.

13Zikry Auliya, “Local Bossismindonesia dan Thailand dalam Perspektif Komparatif”,
Skripsi,Fakultas lIlmu Sosial dan limu Politik UGM, Yogyakar2813
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Tidak dapat dipungkiri bahwa naiknya para bos ke puncak kekuasaan
dipengaruhi oleh dinamika ekonomi politik yang ada pada rezim otoriarianisme
pembangunan rente kedua negara. Kelima, jika posisi militer kurang
memperoleh posisi yang signifikan dalam jejaring chao pho di Thailand (paling
tidak berdasarkan berbagai temuan yang saya temukan), sementara pada kasus
Indonesia militer atau eks pejabat militer memegang peranan penting dalam
penguatan, sebagai partner local bossism, ataupun bossism bagi dirinya sendiri.
Dan terakhir, jikachao pholebih memilih untuk bersikapow profile dalam
jejaring patronase, hal yang sebaliknya, jika mengacu pada pengalaman Banten
bos lokal cenderung ingin mengukuhkan posisinya dalam politik lokal dengan
menjadi sorotan utama media.

Peneliti Ketiga, yang dilakukan oleh Richard Robinson dan Vedi R
Hadis, Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy In an Age of
Markets ** Politik lokal pasca Soeharto ditemukan kecenderungan reorganisasi
kekuasaan dari kelompok oligarki, yang mengusai jaringan sosial ekonomi dan
politik lokal untuk kepentingan mereka sendiri.

Keempat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ari Dwipayana,
memperlihatkan bahwa politik lokal pasca Soeharto ditandai dengan
bangkitnya kembali entitas politik masa lakiafaton, Fetor dan Karaeng)
serta semakin dominannya perarlaocal Boss, the big maforang besar)

dalam interaksi ekonomi-politik loka.

Richard Robinson dan Vedi R HadReorganising Power in Indonesia: The Politics
of Oligarchy In an Age of Marketé\New York: Rutledge Curzon, 2004)

°Ari Dwipayana,Teori Politik (Yogyakarta: PLOD-UGM, 2005)
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Kelima, penelitian tentang potret buram tentang dinamika politik lokal
yang dicermati oleh Okamoto Masaaki dan teman-temamleygan judul,
Kelompok Kekerasan Dan Bos Lokal di Era ReformadDalam penelitian ini
mereka mencermati proses demokrasi di ranah lokal melalui politik
desentralisasi dan otonomi daerah, ternyata demokratisasi di level daerah ini
banyak di manfaatkan oleh bos-bos lokal untuk merengkuh kekuasaan dengan
cara-caranatifism seperti penggunaan sentimen etnik melalui penghadiran
mesin-mesin kekerasan di dalam ruang publik, sed@rtiker keamanan di
JakartaJagoanBetawi, Jawaradi Banten Blater di Madura,Pecalangdi Bali
dan lain-lain. Fenomena orang kuat dan boss-boss lokal yang merengkuh dan
menjalankan kekuasaan dengan jateatifism juga merambah partai politik
seperti elaborasi dan studi elite lokal.

Keenam penelitian Andi Rahman Alamsyah, dengan judislam,
Jawara dan Demokrasi : Geliat Politikk Banten Pasca Orde BafuPenelitian ini
menjelaskan kemunculan “orang kuat lokal” di Banten dari kelompok jawara
sebagai penguasa Banten Pasca Orde Baru. Para jawara yang dipimpin seorang
“orang kuat lokal” menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politik
mereka dalam setiap pertarungan politik elektoral. Elit-elit jawara banyak yang
menduduki jabatan strategis yang memberikan keuntungan secara ekomomi

dan politik kepada kelompok Jawara.

*Okamoto Masaaki (Ed)Kelompok Kekerasan Dan Bos Lokal di Era Reformasi
(Yogyakarta: IRE Press, 2006)

YAndi Rahman Alamsyahslam, Jawara dan Demokrasi : Geliat Politik Banten Pasca
Orde Bary (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2009), him 64.
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Ketujuh, Disertasi Lili Romli tentangJawara dan Penguasaan Politik Lokal
di Provinsi Banten (2001-2006}® Dalam disertasi ini dijelaskan bahwa
kelompok jawara di Banten berpengaruh dalam pemenangan Gubernur Banten
di era desentralisasi. Mereka memenangkan anak tokoh besar jawara Banten
menjadi Wakil Gubernur Banten dan kemudian menjadi Gubernur Banten.
Kelompok ini juga memiliki pengaruh yang kuat dalam perpolitikan lokal di
Banten.

Kedelapan, penelitian Nankyung Choi menjelaskan kemunculan “orang
kuat lokal” di Kota Batam. Ahmad Dahlan, putra asli melayu, berhasil menjadi
pemenang dalam pemilihan Walikota Batam. Keberhasilan Ahmad Dahlan
ditentukan oleh kemampuannya menggunakan Laskar Hulubalang Putih,
sebuah milisi etnis melayu dengan anggota sekitar 10.000 orang dalam
memengaruhi rakyat Batam. Di samping menggunakan milisi, Ahmad Dahlan
didukung penuh oleh Forum 70, sebuah kelompok elit pebisnis. Ahmad Dahlan
mampu menggalang dukungan rakyat melalui kombinasi sentimen-sentimen
kultural dan kepentingan ekonomi.

Kesepuluh penelitian Jacqueline Vel yang meneliti pertarungan dua
“orang kuat lokal” di Sumba Timur. Keduanya yakni Umbu Mehang Kunda
dan Lukas Kaborang merupakan elit lama yang dibesarkan oleh Golongan

Karya sebagai kekuatan utama kekuasaan Orde Baru. Mereka bertarung

8 jli Romli, “Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Provinsi Banten (2001-2006)",
DisertasiDoktor, Tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, 2007.

¥Nankyung Choilndonesia’s Direct Local Elections : Background and Institusional
Framework (Singapore: Rajaratnam School of International Studies Singapore Working Paper,
2007), him 343.
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memperebutkan kekuasaan dalam konteks politik yang lebih terbuka dan
demokratis. Masing-masing menggunakan simbol-simbol kultural dan
keagamaan dalam memobilisasi dukungan rakyat untuk menjadi Bupati Sumba

Timur tahun 200%°

E. Kerangka Teoritik
1. Lokal Boses

Ada dua kerangka teoritik yang sering digunakan untuk menjelaskan
fenomena kemunculalocal strongmerdalam istilah Migdal ataBossism
menurut Sidel. Menurut Migdal, setiap kelompok dalam masyarakat
mempunyai pemimpin, di mana pemimpin itu relatif otonom dari negara.
Setiap masyarakat memililsocial capacityyang memungkinkan mereka
menerapkan aturan main mereka sendiri tanpa diintervensi oleh negara.
Ketika kapasitas negara untuk mengontrol melemedak statg maka para
strongmen menapak kekuasaannnya dalatevel lokal?* Migdal,
menyebutkan strategiiangle of accommodatiosebagai strategtrongmen
untuk bertahan. Dengan demikian, Kehadsanngmermerupakan refleksi
dari kuatnya masyarakat. Migdal mengemukakacal strongmenbisa
sukses karena pengaruh mereka dan bukan aturan resmi yang dithyat: ”
local strongmen have, through their success at social control often

effectively captured parts of third world statedlereka sukses dalam

DJacqueline Vel, “Pilkada in East Sumba: An Old Rivalry in A New Democratic
Setting”, dalamindonesiaNomor 80 Oktober 2005, him 94.

Zjoel Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State
Capabilities in the Third Worlchim. 256
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menguasai posisi-posisi penting dan memastikan alokasi sumber daya

karena pengaruh merekaw(n ruleg, dan bukan karena aturan yang secara

resmi dibuat.

Paling tidak ada tiga argumen yang menjelaskan fenomena
keberhasilan orang kuat lokal menurut Migdal:

a. Local strongmentelah mengembangkan ‘weblike societeaelalui
organisasi otonom yang dimiliki, dalam kondisi masyarakat yang
terfragmentasi secara sosial.

b. Local strongmemelakukan kontrol sosial melalui distribusi komponen
yang disebut 'strategies of survival’ dari masyarakat lokal. Ini
menghasilkan pola personalism, clientalism, dan relasi patron — client.

c. Local strongmermmenguasaistate agencydan sumber daya, sehingga
agenda kebijakan merupakan hasil kompromi dengan kepentiocgin
strongmen. Local strongmemelakukan kontrol dan limitasi atas
otonomi dan kapasitas negara, dan berhasil melemahkan negara dalam
proses pencapaian tujuan perubahan stfsial.

Berbeda dengan Migdal, berdasarkan studinya tentang elite lokal di
Philipina, Sidel mengatakan bahwa konsépssism merujuk pada:
“predatory power brokers who achieve monopolistic control over both
coercive and economic resources within give territorial jurisdictions or
bailiwicks”. Faktor yang menjamin keberlangsundayssismdi Philipina,

yakni: Struktur institusi negara; Konsentrasi modal swasta di daerah sebagai

2bid, him. 238-258
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bagian kebijakan negara; Warisan Amerika berupa sistem pemilu Philipina;
Keikutsertaan aparat negara pada masa-masa awal capitalist devefdpment.

Sidel berkesimpulan bahwa eksistensi dan keberlangsungan bos
merupakan refleksi kekuatan negara. Hal ini berlawanan dengan tesis
Migdal “strong societies and weak stdtegdrang kuat lokal melanggengkan
kekuasaannya dengan cara-cara berkolaborasi dengan negara dan partai
politik pemerintah, melakukarstationary bandit dan rowing bandit
(kriminalitas).

Migdal menyatakan bahwacal strongmerdapat bertahan asalkan ia
berkolaborasi dengan negara dan partai politik pemerintah, berdasar hal
tersebut maka terbentuklakriangle of accomodation”. Ironisnyaiangle
ini mengijinkan sumber daya negara untuk memperka@l strongmen
dan organisasinya yang mengatioe game conflict* Lebih lanjut Migdal
mengemukakan bahwa keberlangsunt@moal strongmenjuga tergantung
pada kekuatan negara untuk mengatur kontrol mereka; mereka belajar
mengakomodasi pemimpin yang populis untuk menangkap organisasi
negara pada level yang lebih rendah.

Sementara Sidel menyatakan, penggunaeoercive violence
merupakan strategi yang digunakan para bos di Philipina untuk bertahan.
Mancur Olson dalam bukunydower and Prosperity Outgrowing

Communist and Capitalist Dictatorship yang dikutip Antonius Made Tony

%John T. Sidel, “Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailan dan Indonesia”, dalam
John Harriss dkk., (EdRolitisasi Demokrasi Politik Lokal Bardnim. 94

#Jo0el Migdal Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State
Capabilities in the Third Worlchim. 256.
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Supriatma menyatakastationary bandidanroving banditsebagai strategi
bertahanlocal strongmerf® Istilah tersebut merupakan metafor tindakan
kriminalias yang ia gunakan menganalisa logika kekuasaan dan relasinya
dengan kesejahteraaRoving banditmerampok sebanyak yang ia bisa dan
tidak meninggalkan apapun pada masyarakat. Menurut Olson yang dikutip
Antonius Made Tony Supriatmaroving bandit akan menciptakan
kemiskinan dan ketidakstabilan dalam masyarakat.

Sidel pada tulisan berikutnya melanjutkan analisis tentimacgl
strongmemdengan membandingkan kasus di negara Philipina, Thailand dan
Indonesia. Di Indonesialocal strongmen dengan setting fenomena
pemilihan kepala daerah yang melibatkan: politik uang, premanisme,
keterlibatan kelompok ekonomi kuat dan keterlibatan kelompok preman.
Menurut Sidel pada jaman orde b#woal strongmerti ilustrasikan sebagai
berikut :

a. Konteks pergeseran dari sentralisme kekuasaan ke desentralisasi
kekuasaan, berpindahnya kekuasddari satu Soeharto ke banyak
Soeharto?’;

b. Orde Baru yang monolitik telah melimitasi munculiyacal Strongmen,
karena semua saluran ke arah kekuasaan ada di satu pintu : Rejim Orde
Baru (Suharto, Golkar, dan AD);

c. Adalah karena organisasi kuasa negara dengan pola sentralistis yang

membuatlocal stongmertidak muncul,dan bukan masyarakat jika pola

% Antonius Made Tony Supriatma, “Menguatnya Kartel Politik Para Bos*, him. 90.
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organisasi kuasa muncul, makical strongmen akan tumbuh.
Singkatnya sangat terpusat dan watak dasar otoriter negara zaman
Soeharto tidak memungkinkan bagi para "bos lokal” untuk bermunculan,
bertahan hidup, dan tumbuh subur di Indonesia hingga menjelang
pergantian abad; dan

d. Orde Baru juga memfasilitasi munculnya elite lokal antara lain:
Pensiunan tentara yang menduduki pos-pos lokal; elite lokal yang
mendapatkan kewenangan kontrol dari negara atas sumber daya ekonomi
tertentu §tate lands allocation); anggota DPRD lokal; dan kepala-kepala
desa. Transisi demokrasi pada tahun 1999 makin memperlebar
kemungkinan akumulasi kekuasdanal strongmeroleh mafia, jaringan
marga di lokalitas seluruh Nusant&fa.

Menurut Sidel kondisi-kondisi ini kurang lebih sama dengan di

Philipina dan Thailand yang diidentifikasi Sidel sebagai berikut :

a. Kompetisi politik yang terbuka di level lokal telah membuka peluang
akumulasi kekuasaan di tangan mafia lokal, jaringan, dan klan,

b. Kasus Sumatera Utara : 1) Aktor politik penting berasal dari kalangan
pengusaha kecil dan menengah yang hidupnya tergantung dari proyek
pemerintah; 2) politisi prefesional yang memiliki jaringan dengan partai
politik orde baru; 3). Aktifis organisasi mahasiswa/pemuda yg selama ini
menjadi supplier birokrasi Orde baru; 4). Dari 22 bupati/ walikota, 6

adalah pebisnis — berupaya melakukan kontrol atas state aparatus

%John T. Sidel, “Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailan dan Indonesia”, dalam
John Harriss dkk., (EdRolitisasi Demokrasi Politik Lokal Barunlm. 104-103
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c. Kasus Aceh: 1). Mafia kayu lokal yang memiliki pengaruh kuat di
birokrasi dan lembaga perwakilan; 2) Melalui jaringan pengaruh ini,
mafia kayu memastikan pejabat lokal yang terpilih tidak mengancam
bisnis mereka; 3). Jaringan yang terbentuk meliputi; bupati, polres dan
kodim, pejabat lokal dan imam;

d. Kasus Medan: 1) Penguasaan DPRD oleh kelompok preman yang
berkompetisi; 2) mereka memiliki jaringan dengan pensiunan tentara dan
polisi; 3) Walikota adalah pebisnis yang menang terutama melalui

pembelian suara dan ancanfan.

2. Bossismedi Indonesia : Naiknya sebuah Konsep

Bossismedi Indonesia memiliki sejarah yang cukup berbeda dengan
negara-negara tetangganya, seperti Thailand, Malaysia, Fhilipina dan
sebagainya. Sidel melacak sejarah muncubossismesejak suksesi politik
Sukarno ke Suharto. Dengan berdirinya rezim otoritarian Suharto,
perekonomian mulai dipulihkan melalui berbagai pinjaman, termasuk
bantuan dan dukungan dari kelompok ekonom neo-klasik FEUI yang
menjadi arsitek Orde Baru, yang tergabung di dalamnya Prof. Widjojo
Nitisastro?®

Dengan didukung oleh perspektif Huntingtonian yang kuat
mempengaruhi berbagai rezim pembangunan di dunia, Orde Baru berusaha

mengukuhkan posisinya berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial

27 1bid., him. 105.

Howard Dick. et.al,The Emergence of National Economy: an Economic History of
Indonesia 1800-200Hawai'i : University of Hawaii Press, 2002. him. 196
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melalui penguatan lembaga politik untuk menciptakan stabilitas demi
kelancaran pembangun&h.Demi kelancaran pembangunan, intervensi
militer dalam politik bukan menjadi persoalan, termasuk diantaranya
pemangkasan partai melalui kebijakan fusi partai pada tahun 973. Selain
pembungkaman aspirasi politik, penting bagi Orde Baru untuk
menempatkan berbagai personel militernya di berbagai penjuru daerah
untuk menciptakan stabilitas, sekaligus sebagai agen pembangunan hingga
ke desa-desa. Segala pertanggung jawaban atas pejabat lokal maupun
personel militer yang ditempatkan di daerah langsung bertanggung jawab
pada pusat, pimpinan di atas yang tidak lain adalah Suharto. Selain itu
pemberlakuan rotasi bagi para pejabat lokal seperti gubernur ataupun
pejabat militer di tingkat lokal menjadi penting, karena tindakan ini mampu
mencegah aktor semacam ini untuk membuat sejenis kerajaan kecil. Kondisi
ini, bagaimanapun juga berhasil membatasi naikmogsismee permukaan

pada era Orde Baru.

Namun demikian, kondisi yang terbatas ini, dalam artian bahwa segala
keputusan dan monitor berada di tingkat pusat bukan berarti meninggalkan
sedikit kemungkinan bagi pejabat lokal seperti gubernur untuk bertindak
atas diskresinya sendiri atas nama perintah pusat seperti pemberian lisensi
dan izin bagi perusahaan kontraktor, pertambangan, logging, yang pada

gilirannya memungkinkan pejabat lokal semacam ini untuk memperoleh

V/edi R Hadiz, The Rise of neo-Third Worldism? The Indonesian Trajectory and
Consolidation of Liberal Democrac@® World Quarterly, vol 25, No 1, pp 55-71. 2004. him.
59
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keuntungan dari aktifitasent-seeking. Pemerintahan yang sentralistik juga
memberikan celah bagi para aktor tertentu, khususnya pensiunan pejabat
militer yang diuntungkan, untuk membentuk sebuah basis kekuatan di
tingkat lokal melalui pembuatan bisnis yang didukung oleh négara.

Bisnis ini biasanya melibatkan unsur monopoli dalam tingkat lokal,
dan yang umumnya terjadiacketeering atau protection rackétHal ini
dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti saling membantu dengan
aliansi lokal, seperti menikah atau menikahkan anaknya dengan penduduk
setempat, menjadikan penduduk lokal partner bisnis ataupun memanipulasi
pejabat militer baru yang belum berpengalaman. Namun penting untuk
dicatat bahwa mafia lokal ini tidak terbatas pada kalangan nfliter.

Pada dekade 1970 telah terjadi transformasi di kalangan pejabat
publik seperti Ketua DPRD, Sekwilda dan Bupati yang berubah dalam
waktu singkat menjadi pemilik perusahaan plantasi, pembudidayaan ikan,
pabrik semen, penebangan hutan, perbankan, perusahaan konstruksi, hotel

dan resort bagi para turis sebagai dampak yang luar biasa dari oi*boom.

¥Damien KingsburyPower Politics and The Indonesian Militarft.ondon: Routledge
Curzon, 2003), him. 87. Lihat ChaptefBe Political Economy of the Militayylm. 192

31 ebih jauh mengenai perlindungan dan bisnis illegal dapat dilihat dalam lan Wilson,
“Reconfiguring Rackets Racket Regimes, Protection and the State in Post-New Order Jakarta”
dalam Edward Aspinall and Gerry Van Klinkérhe State and lllegality in Indonesi@.eiden:

KITLV Press, 2011), him. 121.

%John T. Sidel, “Bossism in Philippines, Thailand and Indonesia: Towards an
Alternative Framework of Local Strongmen” dalam John Hariggstian Stokke and Olle
Tornquist, Politicising Democracy : The New Local Politics of Democratizafew York :
Palgrave Macmillan, 2005). him. 63

*Richard Robison adalah pengamat yang cukup paham dalam mengamati transformasi
yang demikian cepatdari pejabat rent-seeking atau erzats capitalism berubah menjadi
kapitalisme murni lihat Andrew Macintyre, “Business and Politics in Indonesia”, Chapter 1,
(Australia: Allen & Unwin, 1992), him. 6-21
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Tentu saja, pengaruh kekuasaan bos perlu diperluas dengan terdapatnya
organisasi para militer baik untuk melindungi bisnis atau menghancurkan
rival bisnis ataupun untuk memobilisasi suara bagi rezim yang berkuasa,
pada konteks inilah peran dari Pemuda Pancasila perlu diletakkan. Dengan
terbukanya partisipasi politik di tingkat lokal melalui desentralisasi, semakin
memudahkan jalan bagi berbagai bos lokal untuk memanfaatkan berbagai
kesempatan yang ada. By hook or by credkor predatoris berusaha untuk
memperkuat posisinya dalam aktifiteent seeking atau akumulasi modal
primitif, termasuk dengan cara kekerasan melalui premanisme. Dasar inilah
yang menjadi banyak penyebab dari kerusakan bangunan, pembakaran
gedung dan dokumen menyusul kekalahan kandidat, baik dalam pemilu

legeslatif maupun pemilu Kepala Daerah di banyak tempat di Indofiesia.

3. Teori Hegemoni Gramsci

Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah, bahwa suatu
kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di
bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Dalam catatannya terhadap
karya Machiavelli,the Prince (Sang penguasa), Gramsci menggunakan
centaur mitologi Yunani, yaitu setengah binatang dan setengah manusia,
sebagai simbol dari ‘perspektif ganda’ suatu tindakan politik kekuatan dan
konsensus, otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan. Hegemoni

bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan

¥Kacung Marijan Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung
(Surabaya: Pustaka Eureka dan PusDeHam, 2006), him. 63
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hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan
ideologis®®

Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus. Dalam beberapa prgaraf
dari karya Prison Notebooks Gramsci menggunakan katdireczione
(kepemimpinan, pengarahan) secara bergantian dengan egemonia
(hegemoni) dan berlawanan dengan dominazione (dominasi). Penggunaan
kata hegemoni dalam penegertian Gramsci harus dibedakan dari makna
asalnya dalam bahasa Yunani, yaitu penguasaan satu bangsa terhadap
bangsa lain. (Ada beberapa bagian dalam Prison Notebooks dimana Gramsci
menggunakan hegemoni dalam pengertiannya yang umum, Yaitu
penguasaan antarbangsa antara kota dan desa).

Gramsci di sini mengartikan hegemoni berbeda dengan pengertain
secara umumnya, ia melihat di tempat tinggalnya terjadi dominasi besar-
besaran di mana pemerintah menggunakan kekerasan konsensus pemerintah
dengan rakyatnya dan munculah hegemoni sebagaimana konsep hegemoni
Gramsci muncuf?

Bagi Lenin, hegemoni merupakan strategi untuk revolusi, suatu
strategi yang harus dijalankan oleh kelas pekerja dan anggota-anggotanya
untuk memperoleh dukungan dari mayoritas. Gramsci menambahkan
dimensi baru pada masalah ini dengan memperluas pengertiannya sehingga

hegemoni juga mencakup peran kelas kapitalis beserta anggotanya, baik

% Roger SimonGagasan Politik Gramsci(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), him.

*Ibid.
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dalam merebut kekuasaan negara maupun dalam mempertahankan
menganai sejarah Italfa.

Teori hegemoni Gramsci adalah salah satu teori politik paling penting
abad XX. Teori ini dibangun di atas premis pentingnya ide dan tidak
mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Di mata
Gramsci, agar yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan
menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka
juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang
dimaksu gramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan
kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensual. Dalam konteks ini,
Gramsci secara berlawanan mendudukan hegemoni, sebagai satu bentuk
supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya,
dengan bentuk supremasi lain yang dinamakan “dominasi,” yaitu kekuasaan
yang ditopang oleh keuatan fisik. Tentu saja teori hegemoni bukanlah
barang baru dalam tradisi Marxfs.

Jadi Gramsci mengubah makna hegemoni dari strategi (sebagaimana
menurut lenin) menjadi sebuah konsep yang seperti halnya konsep marxis
tentang kekuatan dan hubungan produksi , kelas dan negara, menjadi sarana
unutk memahami masyarakat dengan tujuan mengubahnya, ia
mengambangkan gagasan tentang kepemimpinan dan pelaksanaanya sebagai
syarat untuk memperoleh kekuasaan negara kedalam konsepnya tentang

hegemoni. Hegemoni merupakan hubungan antara kelas dengan keuatan

¥bid., him. xx

Fbid.
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sosial lain. Kelas hegemonik, atau kelompok kelas hegemonik, adalah kelas
yang mendaparkan persetujuan dari keuatan dan kelas sosial lain dengan
cara menciptakan dan memepertahankan sistem aliansi melalui perjauangan
politik dan ideologis. Konsep ideologis dibangun degnan memesaukkan
beberapa konsep lain yang berkaitan dengannnya. Itulah sebabnya mengapa
definisi yang singkat mengenai hegemoni tidak pernah merffadai.

Fakta bahwa teori hegemoni bahwa teori Gramsci memberikan banyak
tekanan pada sentralitas konsensus dan bukan pada kekuatan serta bahwa
konsensus dan bukan pada kekuatan serta bahwa konsesus itu merupakan
“salah satu syarat pokok untuk meraik kekuasaan” sudah terang
memberikan peran yang sangat signifikan pada intelektual organik. Hal ini
tampak jelas dalam konsepsinya tentang jalan menuju sosialisme.
Meminjam peistilahan militer, Gramsci mendiferisiansikan dua perbedaan
strategis bagi sosialisme “perang gerakan” atau “perang manuver” dan
“perang posisi”.

Dalam konsepsinya tentang perang gerakan, Gramsci menunjuk pada
strategi revolusioner Marxis-Leninis dalam memperjuangkan sosialisme.
Strategi cocok dengan anggapan Marxisme ortodoks tentang sentralitas
kekuatan dalam sebuah tantanan sosial. Strategi ini bersandar sepenuhnya
pada kekerasan partai revolusioner untuk menyerang balik apa yang
dipandang sebagai kekerasan negara borjuasi. Kebangkitan proletariat

menuju kekuasaan bisa dipandang sebgai manifestasi dan strategi ini, yaitu

*Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia
Ketiga{Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), him. 21.
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semata-mata mengganti kekuasaan koersif negara. Dalam pandangan
Gramsci, bagaimanapun juga, perang gerakan hanya bisa ditepakan dalam
kondisi khusus, yaitu di “Negara modefi{”.

Dalam manganalisis perang posisi yuang berlangsung antara dua kelas
utama untuk meraih hegemoni, Gramsci melakukan pembedaan tegas antara
strategi yang ditepkan kelas pekerja. Strategis kaum borjuis mempunyai
sifat khusus yang dinamakan revolusi pagifassive revolution) la
mengembangkan konsep ini dari analisisnya terhadap risorgimento, gerakan
untuk menyatukan Italia pada pertengahan abad ke-18. Walupun ada
sejumlah pemberontakan rakyat dalam gerakan Risargimento, penyatuan
nasioanal Italia (termasuk pengusiran bangsa Australia) dan bangkitnya
keuasaaan kaum kapitalis di Italia Utara pada saat yang bersamaan, berhasil
mewujudkan terutama melalui agen negara, tentara dan kerajaan Piedmont,
bukan dengan memobilisasi mayoritas penduduk atau mendukung tuntutan
pembaruan agraria kaum tani. Jadi, Risargimamoupakan ‘revolusi dari
atas’, ditimbulkan malalui agen negara Piedmontd. la merupakan suatu
revolusi pasif.

Hegemoni yang begitu besar membuat kaum kelas bawah tidak bisa
berbuat apa-apa bukan hanya hegemoni lewat kekuasaan fisik namun
dengan dimasukinnya ideologi-ideologi baru sehingga proses dominasi
semakin besar. Kelas yang lebih rendah hanya dapat menjadi kelas

hegemonik degan cara memeperkuat kemapuan untuk memperoleh

“Ibid.
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dukungan dari kelas dan kekuatan sosial lain. Kelas yang lebih rendah harus

mulai melampui aktifitas korporasi dalam lingkup setempat, yaitu aktifitas

ketika mereka hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri yang
bersifat sesaat, dan harus bergerak maju menuju fase hegemonik dengan
memperhatikan juga kepentingan kelas kelompok lain. Hubungan antara dua
kelas utama, feodal dan kapitalis, atau kapitalis dan kelas pekerja, bukan
merupakan suatu hubungan oposisi yang sederhana antara dua kelas, tetapi
merupakan ancaman dari beberapa hubungan yang rumit dan melibatkan
berbagai kelas kelompok dan kekuasaan sosial yang lain.

Sejauh ini Gramsci hanya memberikan definisi Marxis klasik terhadap
lahinya sebuah kelas. Sumbangannya yang nyata terlihat pada analisisnya
mengenai hubungan berbagai kekuatan politik. la mengambil contoh
munculnya kelas kapitalis, dan membedakan tiga fase perkembangan
kesadaran politik kolektif dan organisasi. Dua fase yang pertama adalah fase
ekonomi-korporasi (sering singkat korporasi), sedang ketiga adalah fase
hegemonik, berikut uraiannya:

a. Fase pertama dan paling awal terjadi ketika seorang pedagang merasa
perlu bediri sejajar dengan pedagang lain, seorang pengusaha dengan
penguasa yang lain, dan lain sebgainya ; namun pedagang belum
merasakan timbulnya solidaritas dari pengusaha. Anggota kelompok
profesional sadar akan kepentingan bersama mereka dan perlunya
mereka bersatu, namun mereka belum menyadari kebutuhan untuk

bergabung dengan kelompok lain ke dalam kelas yang sama.
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b. Fase kedua yang lebih maju adalah fase dimana telah tumbuh kesadaran
akan kepentingan bersama semua kelas namun masih dalam bidang
ekonomi. Pada tahapan ini masalah negara sudah diperhatikan, namun
hanya sebatas untuk memperoleh persamaan politik dan hukum dengan
kelompok yang berkuasa hak untuk ikut serta dalam peneetapan undang-
undang dan adminstrasi, bahkan untuk mengubahnya memang dalam
struktur dasar yanmg ada

c. Fase ketiga adalah fase hegemoni “dimana orang menajdi sadar bahwa
kepentingan perusahannya dalam perkembangan dimasa sekarang dan
mendatang, mellampui batas-batas korporasi kelas yang bersifat murni
ekonomi, dan kepentingan itu dapat harus menjadi kepentingan dari
kelompok yang lebih rendah”. Ini adlah tahap yang murni politik, ini
adalah fase dimana fase ideologi-ideologi yang sebelumnya terpecah-
pecah sekarang bersaing sampai salah satunya, atau gabungan dari
ideologi-ideologi itu, memang sehingga bisa menyatukan tujuan-tujuan
ekonomi, politik, intelektual dan moral serta persoalan sehingga
perjuangan tidak berlangsung dalam dataran korporasi namun dataran
‘universal’ yang pada akhirnya terciptalah hegemoni suatu kelompok

sosial yang kuatrhadap kelompok lain yang lebih rendah.

“Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia
Ketiga{Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), him. 21.
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F. Metode Penelitian
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sitematis,

penulis menggukan metode sebagai berikut:

1. Jenisdan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakddmafy reseach,
yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan berupa buku, kitab,
ensiklopedi, jurnal, majalah, artikel, internet dan sumber-sumber ilmiah lain
yang relevan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan
secara sistemasis materi pembahasan bos lokal dalam mendulang suara yang
berasal dari berbagai sumber, kemudian menganalisis secara cermat dengan
Konsep politik Islam guna memperoleh hasil yang bisa

dipertanggungjawabkan.

2. Pendekatan Penedlitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis untuk mengetahui
dasar pemikiran sesorang dari masa lalu dan sekarang yang mempengaruhi
dimunculkannya gagasan tersebut, yang didasarkan konsep ilmu politik.
Dalam usaha pemecahan masalah yang dikaji, penyusunan ini menggunakan
pendekatan normatif, yakni mendekati konsep lokal bos di Indonesia dalam
mendulang suara dengan mendasarkan pada aturan yang ada dalam politik
di Indonesia dengan rujukan konsep yang ada, serta pendapat para pakar
politik lewat karya tulis maupun informan langsung jika diperlukan, selama

itu masih dalam bingkai politik.
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3. Lokas Pendlitian
Penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra
Sleman Yogyakarta, yang dilaksanakan antara bulan Juli sampai dengan

Desember 2014

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan
sehubungan dengan usaha mendapatkan data-data yang relevan dan valid
melalui referensi-referensi yang sesuai dengan obyek penelitian. Dalam
penyusunan skiripsi ini penyusun menggunakan suatu teknik observasi
terhadap aturan dan konsep Politik Islam, nas al-Quran dan as-Sunnah
sebagai landasan normatif hukum Islam, literatur-literatur serta karya-karya
ilmiah lain yang berkaitan erat dan dan relevan dengan obyek penelitian ini.

Penelitian mengenai Fenomend.otal Bosses Sebagai Mesin

Pendulang Suara (Studi di DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Sleman
Dalam Pileg 2014)”, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
melalui pengamatan dan wawancara mendalam. Di samping wawancara
mendalam dapat juga digunakan diskusi kelompok yang fokus (FGD) di
kalangan pejabat DPC Gerindra Sleman dan anggota legeslatif terpilih
sekaligus dijadikan informan. Wawancara mendalam adalah mendengarkan
informan berbicara agar memperoleh suatu wawasan atau pandangan
mereka tentang peran bos lokal di Pileg 2014 lalu wilayah Sleman dan

bagaimana mereka memandang segala hal sebagaimana adanya.
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Kategori narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah
Pengurus Partai Politik Gerindra di DPC Sleman. Narasumber yang
termasuk dalam kategori pertama ini adalah: Bapak HR. Sukaptono (Ketua
DPC Gerindra Sleman), Bapak Husni Herianto (Wakil Ketua Harian DPC
Gerindra Sleman), Bapak Sarjdito (Wakil Sekretaris DPC Gerindra
Sleman), Muh. Arif Proyususanto (Sekretaris DPC Gerindra, sekaligus
Anggota DPRD Kabupaten Sleman Dapil IV Sleman), dan Bapak Ahmad

Shidqgi selaku Ketua KPUD Kabupaten Sleman.

5. Analisisdata
Setelah pengumpulan bahan kepustakaan, kemudian dilakukan
peninjauan data dan diklasifikasikan untuk memperoleh langkah analisis
dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah
direncanakan dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis
yang bersifatinduktif yakni suatu proes berfikir yang mengangkat dari
pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat khusus tentang pandangan lokal

bosses dalam mendulang suara dalam pileg 2014 di Kabupaten Sleman.

G. Sistematika Pembahasan
Setiap karya ilmiah tidak terlepas dari pembahasan, dalam rangka
pembahasan agar dapat berurutan dan sistematis ditempatkan bab per bab
sesuai tingkat urgensinya. Karena dengan demikian memudahkan perincian

tujuan penyusun. Adapun skiripsi ini memuat beberapa bab, yaitu:
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Bab Pertama memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan
dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab Kedua yang memuat tentang tinjauan umum tentang lokal boses,
yang isinya meliputi pembahasan definisi lokal boses, peran dan kekuasaan
lokal boses.

Bab Ketiga berisi tentang Gambaran umum partai Gerindra, yang
pembahasannya meliputi sejarah partai Gerindra, manifesto partai, jati diri, visi
dan misi, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Sleman.

Bab Keempatmerupakan bab analisa dari pembahasan dari lokal boses
dalam mendulang suara. Pada pembahasan ini meliputi penyikapan tentang
lokal boses dalam pendulangan suara pemilihan legeslatif di DPC Gerindra
Sleman Yogyakarta.

Bab Kelima dalam skiripsi ini berisi penutup, yang memuat kesimpulan

dan saran.
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PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa
keberadaan bos lokal di DPC Gerindra Sleman berangkat dari adanya
pengusaha dan tentara. Eksistensi mereka menunjukkan kapasitas individu
yang memiliki otoritas untuk menentukan berbagai konteks kekuasaan,
termasuk di dalamnya pendulangan suara di kantong-kantong daerah
pemilihan. Kolektif kolegalitas kepimpinan dalam menentukan berbagai
konteks kebijakan partai, karena itu sebenarnya keberadaan orang kuat di partai
menjadi dilema tersendiri yakni : dilema posisi — orang yang menduduki posisi
puncak di partai justru menjatby of elite dari orang kuat, dilema struktur —
kolektifitas pengaturan partai dirubah menjadi otoritas individual orang kuat
partai, dilema personalisasi institusi — partai seperti miliknya sendiri karena itu
pengaturan mekanisme partai diatur sesuai dengan kehendaknya sendiri.

Orang kuat lokal merupakan bagian dari elit lokal yang dibesarkan secara
ekonomi dan politik masa Orde Baru. “Orang kuat lokal” mempunyai akses
politik yang besar karena merupakan aktor politisi dan mempunyai akses
terhadap sumber daya ekonomi di tingkat lokal karena merupakan pengusaha
lokal yang bergabung dalam Gapensi. Orang kuat lokal mempunyai mesin
politik modern berupa jaringan kekuasaan dengan inti sebuah keluarga politik

yang besar dan mempunyai sejarah panjang di tingkat lokal. Orang kuat lokal
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menempatkan keluarganya tersebut dalam jabatan-jabatan yang strategis baik
di pemerintahan maupun partai politik. Orang kuat lokal juga membangun
simbol-simbol kebesaran keluarga politik mereka dan citra diri sebagai
keluarga politik yang kaya raya dan dermawan serta tidak punya kepentingan
menambah kekayaan. Mesin politik modern yang berintikan sebuah keluarga
politik yang besar danmempunyai sejarah panjang di tingkat lokal juga
ditunjang oleh berbagai lingkaran kekuasaan yang dibangunnya. Lingkaran
kekuasaan ini terdiri dari politisi lokal, birokrat lokal, aktivis LSM lokal,
aktivis ormas, jurnalis lokal dan aktivis mahasiswa dan pemuda.

Kekuatan reformasi di tingkat lokal dalam bentuk gerakan sosial yang
kuat tidak bisa berkonsolidasi dan bersatu sebagai kekuatan politik alternatif.
Kelompok ini yang sebelumnya aktif mendorong perubahan politik tidak
memiliki kesiapan dalam mengisi kekuasaan politik yang ditinggalkan
kelompok otoriter di tingkat lokal. Mereka dalam kondisi yang lemah dan
terpecah serta memiliki berbagai keterbatasan. Orang kuat lokal menjadi
kelompok yang paling siap beradaptasi dengan perubahaan sistem pemilihan
kepala daerah di tingkat lokal. Sistem yang mereka maknai sebagai pergeseran
aturan main dari penunjukan langsung Orde Baru menjadi penggunaan politik
uang dan sedikit intimidasi dalam memobilisasi dukungan dalam pendulangan
suara. Mereka juga mampu bertransformasi menjadi bagian dari kelompok
reformis melalui jabatan di tingkat lokal.

Muncul elit lokal atau bos lokal di Sleman era desentralisasi. Sebab di

samping besarnya pengaruh yang mereka berikan kepada parta, mereka juga
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masih merupakan keturunan langsung dari pengusaha yang berdarah biru
(kerajaan). Di samping itu tidak saja mewarisi kekayaan, tetapi juga dengan
basis politik yang kuat dan solid. Oleh karena itu mereka berhasil membangun
citra diri dan kader partai yang dermawan, merakyat dan reformis. Melalui
kekayaan, citra diri dan basis politik yang kuat, Gerindra dapat mendulang
suara yang banyak dan memenangkan Pileg 2014 lalu dengan mendudukan 7
Anggota legislatifnya. Kader Gerindra juga berhasil menjadi Wakil Ketua
DPRD Sleman dan terpilih menjadi Ketua KMP Sleman..

Bos lokal di Gerindra memiliki pengaruh yang besar dalam memengaruhi
politik lokal dalam pendulangan suara pemilih. Pengaruh tersebut diukur dari
empat indikator, yaitu melakukan kontrol atas masyarakat; dan mendapatkan
dukungan dari organisasi militan. Kedua indikator tersebut tidak lepas dari
pengaruh bos lokal yang terdiri dari pengusaha dan militer, sehingga Gerindra

berhasil mendominasi suara di Dapil Sleman 2014 yang lalu.

. Saran-Saran

1. Setelah rakyat memberikan suaranya, setidaknya anggota-anggota legeslatif
yang telah dipilih rakyat memperjuangkan dan melayani kepentingan rakyat,
bukan melayani kepentingan bos lokal, meskipun ada indikasi karena bos
lokal yang membiayai kegiatan-kegiatan Parpol. Selama ini Parpol bangsa
ini ini jauh dari rakyat. Parpol dekat dengan rakyat ketika Pemilu, saat
Pemilu usai Parpol dekat dengan orang yang membiayainya. Jadi ada

ketergantungan terhadap modal, para pedagang, dan sebagainya.
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2. Parpol merupakan institusi penting di dalam demokrasi. Tanpa Parpol maka
demokrasi tidak akan berjalan, dalam arti demokrasi perwakilan. Karena itu
agar masyarakat tidak antipati, tidak benci, tidak suka terhadap Parpol, oleh
karena itu seharusnya Parpol mereformasi dirinya, melakukan
pembaharuan-pembaharuan di dalam kelembagaaRegeuitment harus
mengutamakan orang-orang yang berkualitas bukan fasilitas

3. Parpol harus melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Fungsi artikulasi
dan penyebaran aspirasi harus dijalankan. Jangan terjadi lagi seperti selama
ini yang dikritik oleh masyarakat bahwa Parpol memperjuangkan diri

sendiri dan kelompoknya, tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat.
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DPRD Untuk Kabupaten Sleman sendiri ada 6 dapil yang terdiri dari 17
kecamatan dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 50 kursi terdiri dari Partai
Nasdem lima kursi, PKB lima kursi, PKS enam kursi, PDIP 12 kursi,
Golkar empat kursi, Gerindra tujuh kursi, PPP empat kursiProvinsi
sebanyak 259 dan DPRD Kabupaten/ Kota sebanyak 2.102 dapil. Berikut

gambaran dari wilayah daerah pemilihan Kabupaten Sleman:

Gambar 2:
Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Kabupaten Sleman dalam Pemilihan
Umum 2014

DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI KABUPATEN SLEMAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Sumber: Arsip DPC Gerindra Sleman 2014

Hal ini telah diputuskan berdasarkan hasil rapat pleno Komisi
Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sleman yang gelar pada Senin, 12 Mei
2014, ditetapkan 50 kursi DPRD Sleman untuk periode 2014-2019
berdasarkan perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 terdiri dari Partai
Nasdem lima kursi, PKB lima kursi, PKS enam kursi, PDIP dua belas kursi,
Golkar empat kursi, Gerindra tujuh kursi, Demokrat satu kursi, Gerindra
enam kursi, PPP empat kursi, sementara Partai Hanura, PBB dan PKPI

tahun 2014 tidak mendapatkan kursi DPRD Sleman.
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Rapat pleno tersebut dihadiri para saksi dari partai peserta Pemilu
Legislatif April 2014, juga Ketua KPU DIY, Polres Sleman. Dandim
Sleman, serta Panwaslu Sleman. Ketua KPU Kabupaten Sleman Ahmad
Shidgi mengatakan, berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan, hasil
perolehan kursi calon anggota DPRD Kabupaten Sleman yang terdiri
berasal dari enam Dapil di seluruh Kabupaten Sleman, jumlah totalnya
mencapai 50 kurst Berikut nama-nama Anggota Legelatif DPRD Sleman

terpiih beserta daerah pemilihan (Dapil I-1V):

Tabd 1:

Daftar Daerah Pemilihan L egesatif dan Nama Calon L egedlatif
Kabupaten Sleman Periode 2014-2019

No | Daerah Pemilihan | (Dapil I) Partai

Nama
1 Danang Sulistya Haryana Partai Nasdem
2 H.Wawan Prasetia PKB
3 Agus Riyanto PKS
4 Haris Sugiharta PDIP
5 Danang Maharsa PDIP
6 R. Sukaptana Partai Gerindra
7 Aris Suranto PAN

Daerah Pemilihan |1 (Dapil 11)

8 Sukarjo Partai Nasdem
9 Yani Fathu Rahman PKS
10 | Dwi Yogamashinta PDIP
11 | Timbul Saptowo PDIP
12 | Ari Wicaksono Putro Partai Golkar
13 | Farida Fuatwati Partai Gerindra
14 | R. Inoki Azmi Purnomo PAN
15 | Nuryanta PPP

Daerah Pemilihan 111 (Dapil 111)
16 | Surana Partai Nasdem
17 | Tri Nugroho PKB
18 | Hendrawan Astono PKS
19 | Andreas Purwanto PDIP

¥ wawancara dengan Bapak Ahmad Shidgi selaku Ketua KPU Kabupaten Sleman pada

tanggal 14 November 2014.
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20 | Nila Rifianti PDIP
21 | Prasetyo Budi Utomo Partai Golkar
22 | Biyanto Partai Gerindra
23 | Nurhidayat PAN

Daerah Pemilihan 1V (Dapil V)
24 | Remila Mursinta Partai Nasdem
25 | Rahayu Widi Nuryani PKB
26 | Darul Falah PKS
27 | Budi Sanyata PDIP
28 | Sunarto PDIP
29 | Suwarno Partai Golkar
30 | Muhamad Arif Priyosus Partai Gerindra
31 | Nuril Hanifah PAN
32 | Iffah Nugrahani PPP

Daerah Pemilihan V (Dapil V)
33 | Ismi Sutarti Partai Nasdem
34 | Fika Chusnul Chotimah PKB
35 | Hasto Karyantoro PKS
36 | Y.Gustan Ganda PDIP
37 | Sri Muslimatun PDIP
38 | Dara Ayu Suharto Partai Gerindra
39 | Subandi Kusuma Partai Gerindra
40 | Ida Suryanti PAN
41 | Rahayu Widichahyani PPP
42 | Nafsir Fauzi PKB
43 | Sofyan Setyo Darmawan PKS
44 | Ramelan PDIP
45 | Bambang Sigit Sulaksono PDIP
46 | Sukamto Partai Golkar
47 | Bharmanti Juni Laksana Partai Gerindra
48 | Jaka Purwanta Partai Demokrat
49 | Arif Kurniawan PAN
50 | Untung Basuki Rahmad PPP

Sumber: KPUD Sleman, 2014
Berdasarkan tabel di atas, dapat ditegaskan bahwa Gerindra
mengalami kenaikan, dari satu kursi di Pemilu 2009, menjadi 7 Kursi di
pileg 2014, yang terdiri dari 5 laki-laki dan 2 perempuan. Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara terbanyak di Pileg 2014,

namun bukan berarti PDIP yang menjadi pemenang melainkan Partai
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Gerindra yang menjadi jawara pemilu legislatif (pileg) 2014 di Sleman.

Tentu saja itu bukan hasil perolehan suara total. Tapi potensi lonjakan
perolehan kursi di DPRD Sleman. Dari hanya satu kursi pada Pileg periode
2009, kini meroket menjadi tujuh kursi. Setidaknya, itu estimasi potensi

perolehan kursi DPRD Sleman periode 2014-2019 dari pleno hasil
rekapitulasi penghitungan jumlah suara partai oleh KPU Kabupaten
Sleman** Berikut nama-nama anggota legislatif DPRD Kabupaten Sleman

dari partai Gerindra:

Tabel 2

Jumlah Anggota L egislatif Partai Gerindra dan Perolehan Suara dalam Pileg
2014 Daer ah Pemilihan Kabupaten Sleman

Nama Caleg Dapil Perolehan suara
HR.Sukaptana I 6.086
Farida Fuatwati Il 3269
Biyanto [l 4684
M. Arif Priyosusanto, S.Si \Y 2394
Subandi Kusuma, SH. V 4443
Dara Ayu Suharto V 7730
Brahmanti VI 1875

Jumlah Total Suara 30.481

Sumber: Arsip DPC Gerindra Sleman 2014

Ketua DPC Partai Gerindra Sleman R Sukaptono sekaligus terpilih
sebagai anggota dewan legislatif kabupaten Sleman periode 2014-2019,
menambahkan, prestasi itu bermula dari penjaringan kader untuk menjadi
calon legislatif (caleg). Dengan mengusung enam program aksi, di

antaranya pemberdayaan pertanian, peternakan, dan pengentasan

“Wawancara dengan HR. Sukaptono, selaku ketua DPC Gerindra Sleman, pada tanggal
12 November 2014.
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kemiskinan. “Kami memang pilih caleg yanfgght dan tahu kondisi
lapangan, serta militan untuk part&?”.

Selama menjadi dewan periode 2009-2014, HR Sukaptono mengaku
rajin mengawal proposal pengajuan bantuan dari warga kepada pemerintah.
Sampai bantuan cair. Proses pengkaderan Gerindra, digerakkan sejak 20009.
Tiap kader dikelola dan dibina tak hanya menjelang pileg. Tapi rutin
pertemuan tiap dua bulan sekali, hampir mirip arisan begitu. Itu yang
menurut Sukaptono mampu mendongkrak Gerindra hingga memperoleh
30.481 suara untuk wilayah dapil Kabupaten Slefi@ebagaimana yang
diungkapkan Bapak HR. Sukaptono berikut:

Naiknya suara Gerindra di Kabupaten Sleman, karena perjuangan

Gerindra yang serius membela rakyat, mengawal setiap proposal

rakyat yang masuk ke pemerintah. Jadi rakyat pun dapat menilai

sendiri perjuangan Gerindra. Di samping itu, Gerindra terus bekerja
untuk mengkelola dan membina kader-kader militan, yang siap
bekerja demi partai, jadi tidak ada hubungan kenaikan suara gerindra
karena eksistensi bos-bos atau pendana dari salah seorang pengusaha
atau adanya tokoh-tokoh yang berpengaruh di Sleman ini. Hal ini
murni kerja keras kader dalam melaksanakan kerja di lapahgan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditegaskan bahwa dalam
kemenangan Gerindra dalam pileg 2014 lalu bukan karena eksistensi dari
bos-bos lokal atau pendana yang siap mengawal biaya kampanye para

anggota legislatif dari Partai Gerindra. Ini artinya kemenangan suara

Gerindara di Sleman karena kerja keras kader-kader Gerindra di lapangan.

Wawancara dengan HR Sukaptono, selaku Ketua DPC Gerindra Sleman, pada tanggal
12 November 2014.

S wawancara dengan HR Sukaptono, selaku Ketua DPC Gerindra Sleman, pada tanggal
12 November 2014.

"wawancara dengan HR Sukaptono, selaku Ketua DPC Gerindra Sleman, pada tanggal
12 November 2014.
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Otoritas yang sifatnya pribadi terlebih menggerakkan kekuasaannya untuk
pendulangan suara di Gerindra bukan karena konteks kekuasaan atau power
dari seseorang.

Secara teori eksistensi bos lokal (orang kuat) partai menunjukkan
kapasiatas individu yang memiliki otoritas untuk menentukan berbagai
konteks kekuasaan di partai politik, terutama dalam memetakan lantong-
kantong suaranya di setiap daerah pemilihan, sementara partai yang
demokratis mewacanakan kolektif kolegialitas pimpinan dalam menentukan
berbagai konteks kebijakan partai. Karena itu sebenarnya keberadaan orang
kuat di partai seperti Gerindra Sleman ini menjadi dilema tersendiri. Dilema
yang dimaksud adalah :

a. Kehadiran orang kuat di partai ini semula diperlukan sebagai pengumpul
massa dan pengumpul suara, sebdmmnper dan pengandel tatkala
berhadapan dengan pihak eksternal partai — seperti diketahui bahwa
“premanisme” secara individu maupun kelompok memiliki lingkungan,
komunitas, akses dan jaringan sosial ekonomi politik yang relatif cukup
mapan - karena itu keberadaan orang ini di partai menambah nilai lebih
untuk memperbesar konstituen Gerindra. Namun ketika mendominasi
partai —bos lokal - dengan kekuasaan yang sedemikian masif tentu hal
ini justru banyak menghilangkan simpati konstituen.

b. Kehadiran orang kuat partai memiliki kelemahan, otoritas individualnya
dalam menentukapolicy bisa digunakarbumper bagi elite yang ingin

merengkuh kekuasaan dengan jalan pintas tidak melalui jalan konpetisi.
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Para elite ini mengandalkan relasi dan kedekatan dengan orang kuat
partai untuk mendapatkan distribusi dan alokasi sumber-sumber

kekuasaan contohnya seperti pada “pencalegan” tahun 2009 dan tahun
2014. Karena itu keberadaan orang kuat partai sebenarnya dapat
melimitasi sekaligus juga mereduksi berlakunya peraturan partai dalam

pengaturan dinamika internal partai di aras lokal.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh bos lb&egamainner

cicledi Partai Gerindra Sleman adalah sebagai berikut:

a.

Mengubah wacana dan aksi kekerasan menjadi proses politik yang
dialogis — persuasif;
Memperluas kapasitas jaringan politik internal dan eksternal Gerindra

agar lebih bisa diterima oleh masyarakat Sleman;

. Melakukan konsolidasi di internal DPC Gerindra agar lebih solid;

Melakukan upaya pendidikan politik untuk mengubah perilaku elite

Gerindra agar mereka memiliki perilaku yang demokratis; dan

. Memberi keleluasaan elite Gerindra untuk berkompetisi dalam berebut

kekuasaan.

Perubahan wacana dan aksi ini dilakukan agar Gerindra menjadi

partai yang lebih terbuka, demokratis dan menghindari konflik yang tidak

perlu, dengan harapan agar Gerindra lebih bisa diterima oleh masyarakat

Yogyakarta yang prural. Tanpa harus menggunakan kekerasan, orang kuat

di Partai ini dalam berbagai konteks kekuasaan sukses antara lain:

a.

Sukses menghantarkan wakilnya sebagai wakil ketua DPRD Sleman
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b. Berhasil menghantarkan tujuh orang kaderya menjadi anggota DPRD
Sleman periode 2014 — 2019.
c. Sukses menghantarkan sebagai Ketua Koalisi Merah Putih (KMP)
Sleman
Setiap elite ingin melanggengkan kekuasaan, bagi elite kekuasaan
telah memberikan segala-galanya mulai dari kemudahan sampai pengaruh
yang besar untuk memerintah orang lain, oleh karena itu sumber-sumber
kekuasaan yang dipegangnya harus dipertahankan sampai kapanpun, banyak
cara untuk melanggengkan kekuasaan mulai dari penggunaan kekerasan
(koersif) sampai pada bujukan (persuasif), mulai dari penguatan kelompok
militer agar berdiri memagari dari unsur-unsur subversif terhadap
kekuasaannya sampai kepada meningkatkan popularitas nraeseketing
politik agar dalam pemilihan umum dan pilkada menjadimbent. Namun
meskipun demikian, orang kuat partai yang buruk tetap ada. orang kuat
partai yang buruk melanggenggkan kekuasaan dengan cara-cara:
a. Melakukan kriminalitas dalam apresiasi kekuasannya.
b. Penggunaan coersive violencatau kekerasan fisik dalam memerintah;
c. Menciptakan ketergantungan : partai , massa, elite lain kepada orang kuat
(relasi patron-clieny;
d. Menciptakan ketidak stabilan dalam partai (konflik terus menerus).
Sebaliknya orang kuat partai yang baik melanggengkan pengaruh dan

kekuasaannya di partai menggunakan cara :
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. Berusaha menjadi populis — mendekatkan diri kepada massa Gerindra

yang mendukungnya;

. Mencari pengganti dilingkungan elite Gerindra sendiri — orang yang

dipercaya dan dapat menopang pengaruh orang kuat tersebut di Gerindra;

. Mengeksploitasi dirinya agar bermanfaat bagi masyarakat dan Gerindra;

. Menyerahkan aset dan akses yang dimilikinya untuk kepentingan

Gerindra; dan

. Bertindak sebagai bapak masyarakat yang berfungsi sebagai penasehat,

pemberi petuah, memberi saran kepada partai atau elite Gerindra.

Elite oligarki adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan,

karena itu mereka berusaha mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya,

adapun cara- cara untuk melanggengkan kekuasaan kelompok ini adalah:

a. Meningkatkan solidaritas diantara elite oligarki Gerindra;

b.

Memperkecil ruang dan lingkaran kekuasaan bagi masuknya elite baru

kedalam oligarki;

. Mengeliminasi elite potensial dan elite tandingan agar tidak menjadi

pesaing yang membahayakan kekuasaannya di Gerindra;

. Mengeliminasi orang, kelompok, kekuatan—kekuatan di Gerindra yang

dianggap menggerogoti kekuasaaannya dengan cara: intimidasi,
pressure, membunuh karakter, sabotase, adu domba, sampai pada
penggunaan kekerasan fisik.

Elite demokratis juga berusaha untuk mempertahankan kekuasaan,

adapun cara untuk mempertahankan kekuasaannya adalah sebagai berikut:
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a. Berusaha meningkatkan kapasitas kepemimpinannya sehingga kapasitas
yang dimiliki sejalan dengan perkembangan Gerindra dan dinamika
keinginan konstituen;

b. Meningkatkan kapasitas jaringan Gerindra baik vertikal maupun
horisontal, dengan semakin luas jaringan Gerindra dia sendiri juga
dikenal(populer) di lingkungan internal partai;

c. Melaksanakan agenda-agenda Gerindra yang menjadi kesepakatan
bersama agar Gerindra lebih berkembang menjadi besar; dan

d. Melakukan kompetisi yang sehat untuk memperebutkan dan

mempertahankan suara di Gerindra.

. Dominas Bos Lokal, Pola Kerja dan Perannya dalam Pendulangan
Suara Pileg
Berdasarkan uraian di atas, bos lokal ini memiliki pengaruh yang

besar dalam memengaruhi politik di daerah dan mendudukkan para
koleganya dengan mengkondisikan kantong-kantong suara di daerah.
Lahirnya bos lokal di Sleman hampir sama dengan kelahiran bos-bos lokal
dibeberapa daerah. Di mana ketika krisi ekonomi terjadi pada tahun 1997
dan berujung pada jatuhnya Soeharto yang menandai runtuhnya rezim
otoriter, maka liberalisasi politik dengan ditandai dengan pemilihan kepala
daerah dan pejabat legislatif secara langsung oleh rakyat dan dapat diikuti
oleh seluruh warga negara mulai lahir seiring dengan hadirnya rezim
reformasi. Pada masa ini lah para bos-bos lokal di beberapa daerah

Indonesia, termasuk di Sleman mulai menampakkan dirinya kepermukaan
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untuk ikut berkompetisi dalam memperebutkan jabatan-jaban publik yang
dulunya dikuasai oleh militer dan para birokrat atau bahkan paketan dari
pusat.

Sukaptono, yang telah disebutkan di atas sebagai salah satu orang kuat
lokal, juga ikut menikmati liberalisasi politik yang terjadi pasca reformasi
1998 ini. Sebagai orang kuat lokal, dirinya termasuk orang yang telah
memiliki kekayaan yang cukup besar di daerahnya sebelum berkecimpung
di dunia politik. Luasnya tanah yang ia miliki sebelum dirinya menjadi
pejabat legeslatif. Selain itu, dirinya juga sebagai pengusaha besar lokal
yang bergerak dalam jasa kontruksi bangunan yang memiliki alat-alat
pembangunan sendiri. Kemudian dengan modal ekonomi yang cukup besar
serta kepercayaan masyarakat, karena dirinya terkenal di mata masyarakat
akan kebaikannya, maka pada saat ia mencalonkan diri menjadi anggota
legislatif, Sukaptono akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD Sleman
selama dua periode tersebut.

Dengan berbagai kesuksesan dan kemajuan serta kegigihannya
memperjuangkan nasib rakyat Sleman, sebagaimana dijelaskan pada bagian
sebelumnya, akhirnya pada Pileg 2014 lalu, Sukaptono bersama wakil
Gerindra lainnya behasil lolos dengan perolehan suara yang cukup
memuaskan 30.481 suara. Hal ini juga pada dasarnya juga tidak lepas
dengan banyaknya pendukung partainya.

Dukungan yang cukup besar dari masyarakat pendukung, Sukaptono

menunjukkan kalau ia adalah orang yang memiliki pengaruh yang besar,
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serta jaringan yang cukup luas dalam dunia ekonomi dan politik keberbagai
kelompok. Pertanyaan kemudian, bagamana bos lokal ini menjalankan
bisnisnya disaat dirinya selama memegang menduduki jabatan legislatif?
Meskipun Sukaptono (bos lokal) tidak melakukan kekerasannsmey
politics dalam mendapatkan dukungan suara untuk memenangkan Pileg dan
melanggengkan kekuasaannya, tetapi dalam mengendalikan bisnisnya,
Sukaptono memiliki pola yang hampir mirip atau bahkan bisa dikatakan
dengan kajian Hadiz dan Sidel tentang bos-bos lokal dalam mendapatkan
monopoli atas kekayaan negara. Hal ini dapat dilihat dari tender proyek
pembanguna jalan yang ada misalnya, dapat dijalankan oleh perusahaan
kontruksi yang dimiliki oleh Sukaptono.

Penyusun melihat hal demikian dilakukan demi tetap terjaganya
alokasi ekonomi tetap terjaga. Selain itu, Sukaptono juga menjalin
hubungan dengan kroni-kroni, teman, dan keluarganya yang menduduki
jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Tidak hanya itu, bahkan ia ikut
menjadi Tim Sukses, Andika Pandu Puragabaya anak pensiunan Panglima
TNI Jenderal Djoko Santoso, maju menjadi DPR RI dari Partai Gerindra
bahkan dengan mengejutkan dapat mengalahkan Ketua Umum Gerindra
sendiri yakni Suhardi yang basicnya sebagai Guru Besar UGM. Dengan
modal ketenaran dan kewibawaan bersama Kanjeng Pangeran Hario (KPH)
Wironegoro selaku Ketua Dewan Pembina DPD Yogyakarta dan sekaligus
anak mantu pertama Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku

Bhuwono X, dan Brigadir Jenderal Purnawirawan RM. Noeryanto. Bahkan
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berdasarkan data yang penyusun dapatkan Andika Pandu Puragabaya
mendapatkan suara terbanyak untuk daerah Yogyakarta, yakni 72.290 suara,
untuk partai yang baru dua kali ikut pemilu dengan caleg yang belum atau
bahkan tidak dikenal di masyarakat. Hal ini merupakan kemenangan besar
bagi Gerindra.

Dari penjelasan di atas memberikan gambaran atau bentuk yang cukup
unik dari bosisme lokal. Di mana bosisme di Sleman sudah mulai
menunjukkan wajah barunya untuk menjadi lebih baik dibandingkan pola-
pola kerja bos-bos lokal di daerah-daerah yang lain yang ada di Indonesia.
Meskipun dalam alokasi sumber ekonomi masih melakukan monopoli atas
kekayaan negara di tingkat lokal. Tetapi menurut penyusun setidaknya
Sukaptono, sebagai bos lokal, sudah menunjukkan kinerjanya yang cukup
bagus sebagai wakil dewan di pemerintahan Sleman. Hal inilah yang
kemudian menjadikan Gerindra Sleman termasuk dalam pemenang Pileg
2014 dengan menempatkan tujuh wakilnya di DPRD.

Selain itu, fenomena ini juga memberikan gambaran dari corak
demokratisasi di tingkat lokal Indonesia dengan wajah barunya yang
berbeda. Di mana liberalisasi politik yang merupakan bentuk konsekuensi
logis dari digunakannya demokrasi sebagai sistem politik, yang memberikan
hak yang sama pada warga negara untuk berkompetisi menduduki jabatan-
jabatan publik mulai dari kepala Daerah, pejabat legislatif, tapi masih saja
didapatkan seseorang yang dapat mendulang suara hampir 100 persen. Di

mana biasanya seperti di kebanyakan daerah dan negara lainnya, dengan



117

adanya persaingan yang bebas dan adil cukup sulit dan jarang untuk
mendapatkan suara yang dominan, kecuali dalam pelaksanaannya ada
unsur-unsur lain. Berikut uraian pola kerja dan peranan bos lokal dalam
mendulang suara.
a. Menjalankan kontrol atas masyar akat
Dalam menjalankan kontrol atas masyarakat ada beberapa pola
yang dilakukan bos lokal, diantaranya adalah kharismatik diri, kontrol
terhadap LSM lokal, meredam jurnalis yang memberitakan kejelekan
partai, memobilisasi dukungan paguyuban etnis dari berbagai kalangan,
dan merekrut aktivis gerakan reformasi.
1) Kharismatik diri bos partai dan kader
Salah satu kemenangan Partai Gerindra di Sleman, yang baru
dua kali mengikuti pemilihan umum didukung oleh munculnya tokoh
kharimatik mengenai sosok pemimpin yang diharapkan masyarakat
dan giatnya kader-kader Partai Gerindra di Dewan memperjuangkan
dan mengawal serta mengawasi proposal bantuan ke masyarakat. Oleh
karena itu masyarakat Yogyakarta terutama di Kabupaten Sleman
khususnya di plosok-plosok pedesaan dapat rutin mendapatkan
bantuan sosial yang dikawal langsung oleh partai Gerindra. Tentunya
ini tidak lepas dari citra bos Partai sebagai pendana dan kader opartai
Gerindra yang mengawasi dan memantau langsung bantuan ke
masyarakat terus-menerus berkembang dan mulai mendapat

pengakuan di tengah masyarakat Sleman.
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Kader Partai Gerindra baik di Dewan maupun di tingkat ranting
berhasil membangun pengaruh yang kuat di tengah masyarakat.
Bahkan Gerindra menjadi partai baru yang perlu diperhitungkan
dalam pemilu berikutnya. Partai Gerindra dan para kader-kadernya
mulai dikenal dan bertambah terkenal ketika mengingat Pendiri Partai,
yakni Prabowo Subiyanto ketika mencalonkan jadi Presiden. Hingga
saat ini orang mengingat Gerindra maka akan mengingat Prabowo
Subiyanto.

Partai Gerindra Sleman dan kader-kadernya dikenal sangat dekat
dan dikenal masyarakat terutama melalui kinerja partai dan dewan
serta kadernya. Setiap proposal bantuan yang masuk ke pemerintah,
terus mengawal dan mengawasi serta melakukan kunjungan-
kunjungan ke daerah dengan langsung memberikan sumbangan
kepada masyarakat masyarakat setempat sesuai dengan bantuan yang
diberikan, baik bantuan modal (uang) maupun barang. Hal ini yang
membuat kader Partai Gerindra mulai diingat masyarakat Sleman.

HR Sukaptono, misalnya salah satu kader partai Gerindra dan

sekaligus sebagai Ketua DPC Sleman yang juga masih

keturunan darah biru (Keturunan Keraton Yogyakarta) cukup
dekat dengan masyarakat. Saking dekatnya kalau masyarakat
melihat dia (HR. Sukaptono) datang masyarakat cukup antusias.

Sebagai wakil rakyat dia cukup dikenal dan dekat dengan

masyarakat dan gigih memperjuangkan kemakmuran rakyat

Sleman. la juga dikenal cukup dermawan. Begitu kedermawan

ini yang cukup dikenal. Ada orang yang patut dia sumbangkan
dananya, disumbangkan. Dalam bentuk apapun apakah uang
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ataupun barang dan sebagainya. Inilah yang dikenal dan sulit
dilupakan masyarakat.

Kharismatik bos lokal partai dan kadernya yang dermawan,
secara sistematis dibangun bos loka. Mereka membuat semacam ritual
masyarakat untuk memperjuangkan hak masyarakat dan menyalurkan
bantuan tepat sasaran. Ritual ini dilakukan setiap ada bantuan proposal
yang masuk dan melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang
membutuhkan bantuan tersebut. Hal ini dilakukan secara rutin sejak
partai ini berdiri.

Kenaikan suara Gerindra juga dinilai melanjutkan politik
pencitraan yang dibangun oleh para bos lokal. Pendekatkan diri
dengan masyarakat melalui sumbangan-sumbangan melalui para bos
lokal. Tidak saja menyumbang kepada masyarakat, mereka juga rutin
menyumbang kepada ormas agama, yang diyakini memiliki massa
yang kuat. Inilah kecenderungan politik pencitraan yang dibangun
para bos lokal.

Berangkat dari opini inilah masyarakat (pemilih) mengira
Gerindra memberikan sumbangan dan bantuan dari kantongnya
pribadi. Padahal sebenarnya Gerindra memberikan sumbangan
menggunakan dana-dana bos lokal seperti dana bantuan yang untuk
menimbulkan pencitraan partai. Hal ini yang kurang dipahami

masyarakat.

¥Ywawancara dengan dengan Bapak RBT, selaku Kepala Desa Mlati Sleman, pada
tanggal 22 November 2014.
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Dengan kharismatik bos lokal di Partai Gerindra, masyarakat
dapat mempersepsikan Gerindra sebagai partai yang baik. Kader
Gerindra dipandang tidak tamak, tidak memperkaya diri dan bekerja
hanya untuk pengabdian. Persepsi ini diberikan agar masyarakat
publik lebih kritis dan mendapatkan informasi yang obyektif, sehingga
dengan demikian suara pemilih tidaj dapat lari.

Menurut Muh. Arif P. selaku Sekretaris DPC Gerindra bahwa
Gerindra berhasil membangun citra yang baik mengenai dirinya
sehingga dapat memenangkan suara pefhilitra yang baik tersebut
di antaranya pengusaha sukses Sleman yang berasal dari keluarga
pengusaha besar di Sleman dan memiliki sebagian besar pertokoan
dan konstruksi bangunan di Sleman. Kader Gerindra juga dikenal
sebagai sosok yang berkecukupan namun memiliki sifat
kedermawanan. Sehingga sangat kecil kemungkinan Gerindra
menyalahgunakan otoritas yang dimilikinya untuk mendapatkan
keuntungan ekonomi secara pribadi.

2) Kontrol terhadap L SM lokal

Dalam mendulang suara Pileg 2014, para bos lokal Gerindra dan
kader-kadernya mengontrol terhadap LSM yang berusahan untuk
mengkritisi kejelekan partai. Dalam hal ini, dapat dikatakan berhasil
mengendalikan LSM lokal di Sleman dengan baik. Para bos lokal dan

kader partai melakukan pendekatan ke beberapa elit LSM lokal di

Wawancara dengan Bapak Muh. Arif P. selaku Selaku Sekretaris DPC Gerindra 21
November 201
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Sleman. Pendekatan yang dilakuakan para bos lokal melalui
pemberian berbagai bantuan kepada LSM tersebut. Misalnya
kemudahan pencairan dana kegiatan organisasi mereka. sebagaimana
yang diakui oleh Bapak Muh Arif selaku Sekretaris DPC Gerindra
berikut: “Partai Gerindra dan kadernya harus bisa melakukan
pendekatan dengan LSM, terutama LSM yang melakukan perjuangan
advokasi terhadap rakyat dengan menawarkan fasilitas-fasffitas”.
Setiap hendak menyampaikan misi kerja partai, para bos lokal
juga memobilisasi dukungan melalui ormas dan LSM pendukungnya.
Ormas dan LSM tersebut digunakan untuk membungkam suara-suara
kritis pengkritik terhadap partai Gerindra. Ormas dan LSM tersebut
secara terbuka belum ada yang melakukan represi terhadap kelompok
pengkritik Gerindra mengingat belum juga ada perlawanan yang keras
terhadap Gerindra di Sleman.
Dalam Partai Gerinda juga membangun kelompok militan. Ini
sudah terbukti ketika pemilihan legislatif kemaren. Jadi
kelompok-kelompok pendukung Pileg. termasuk LSM dan
Ormas memberikan dukungannya. Namun kelompok yang
terbentuk pada prinsipnya tidak mematikan gerakan LSM yang
kritis.**
Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa jika ada

perlawanan yang diberikan kelompok LSM atau ada represi, disinyalir

para bos lokal Gerindra mengadakan atau melakukan intimidasi

2 \Wawancara dengan Muh. Arif P., selaku Sekretaris DPC Gerindra selaku Ketua DPC,
pada tanggal 22 November 2014

#\Wawancara dengan Muh. Arif P., selaku Sekretaris DPC Gerindra selaku Ketua DPC,
pada tanggal 22 November 2014.



122

apabila kooptasi yang dilakukan gagal. namun tidak diketahui seperti
apa bentuknya. Masyarakat lebih mudah terkooptasi melalui
desentralisasi. Tidak heran jika banyak aktivis LSM mempunyai
profesi sampingan sebagai kontraktor partai atau pemerintah daerah.
Mayoritas masyarakat bisa dikatakan pada umumnya apatis dan hanya
tertarik dengan politik ketika pemilu berlangsung. Sedangkan elemen
masyarakat yang kritis didominasi aktivis LSM. Namun mereka
(LSM) ini hanya kritis untuk mencari proyek dari pemerintah daerah.
“Mayoritas masyarakat Sleman apatis hanya heboh kalau mau pemilu.
Yang kritis banyak orang mahasiswa tapi ujungnya paket (proyek)
juga”?? Hal inilah yang disayangkahlenk Schulte Nordholt dan
Gerry van Klinken bahwa ada banyak ratusan LSM lokal yang berdiri
di sebuah daerah namun hanya sedikit yang bersikap kritis. Mayoritas

bisa ditundukkan oleh elit lokaf.

3) Meredam Jurnalis
Salah satu kunci keberhasilan bos lokal mendulang suara Pileg
2014 lalu adalah meredam media yang memberitakan kejelekan dari
Partai Gerindra. Bos lokal mengontrol melakukan kontrolnya terhadap
media massa di Sleman. Terutama koran-koran besar seperti Tribun,

Kedaulatan Rakyat, Republika, dan Harian Jogja. Melalui

#Hasil Wawancara dengan Sarjito Misdi, selaku Wakil Sekretaris, pada tanggal 22
November 2014.

%Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinkd®glitik Lokal di Indonesia, (Jakarta :
YOI, 2007), him. 491-503.
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kedekatannya dengan media massa, sehingga mereka berhasil
menanamkan citra yang positif tentang partai dan kadernya.

Media massa di Sleman dikontrol dengan baik, meskipun
terkadang masih ada yang memberitakan Gerindra tidak sesuai dengan
kenyataan. Hal ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan pers.
Karena bagi pimpinan perusahaan tidak ada gunanya melawan
(pemilik kekuasaan media massa) karena tidak akan kebagian iklan.
Bagi wartawan di lapangan tidak ada gunanya menulis kritis tentang
pemerintahan yang berkuasa karena pasti tidak akan dimuat oleh
redaksi. oleh karena itu, Gerindra berusaha meredam jurnalis yang isi
beritanya tidak benar dengan data yang yang diambil.

Bos lokal di Gerindra mendekati media massa demi pencitraan
yang baik tentang partainya. Pendekatan tersebut dilakukan agar
mendapat dukungan dari media

Gerindra mendekati media untuk meredam jurnalis yang isi

beritanya tidak benar dengan data yang ada. Meskipun

terkadang masih ada yang memberitakan Gerindra tidak sesuai
dengan kenyataan. Disamping itu, kedekatan dengan media agar

masyarakat lebih mengenal partai Gerindra dan tokoh-
tokohnya?*

berdasarkan wawancara di atas, sesuai dengan pendapat David
T. Hill, bahwa ada dua strategi yang biasanya dilakukan rezim Orde
Baru dalam mengontrol jurnalis di Indonesia, yaitu membeli atau

mengintimidasi. Dua strategi ini ternyata bertahan pada era

*Hasil Wawancara dengan Sarjito Misdi, selaku Wakil Sekretaris, pada tanggal 22
November 2014.
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desentralisasi. Keberhasilan dalam pemilu sangat ditentukan oleh
kemampuan kandidat mempunyai akses terhadap media massa lokal.
Melalui penelitiannya pada empat pemilu, David T. Hill melihat akses
terhadap media massa lokal memperbesar pengaruh politik terhadap
pemilih® Strategi membeli jurnalis inilah yang dilakukan oleh bos

lokal Gerindra dalam mengontrol pers di Sleman.

4) Memaobilisasi Dukungan Paguyuban Etnis

Bos lokal di Gerindra memanfaatkan paguyuban etnis dalam
menggalang dukungan masyarakat. Melalui organisasi-organisasi
etnis, Gerindra hendak menanamkan pengaruh yang kuat melalui
strategi kultural. Gerindra menugaskan kerabatnya dan kroninya untuk
menguasai berbagai paguyuban etnis di Sleman. Gerindra
memanfaatkan etnis dan budaya untuk kepentingan politiknya.
Gerindra hendak memobilisasi masyarakat yang masih punya
kesetiaan etnis di Sleman. Sebab, apa yang dilakukan Gerindra tidak
dilakukan elit-elit lain.

Gerindra punya tim yang tidak struktural. Para kyai-kyai, para

tua-tua, para tokoh-tokoh masyarakat, kelompok pemuda, baik

dari luar daerah. Semua dilakukan pendekatan. Sebab partai lain

jarang yang melihat ke arah sana bahwa budaya bisa bermanfaat

untuk kepentingan politis. Disini pula tertanam pada Kadernya,

dimana mereka lebih malu ditegur Ketua Paguyuban ketimbang
ditegur Lurah atau Camét.

®David T. Hill, “Assesing Media Impact on Local Elections in Indonesia”, dalam
Maribeth Erb dan Priyambudi SulistiyantBeepening Democracy in Indonesia ?: Direct
Elections for Local Leaders (Pilkada), (Singapura : ISEAS, 2009), hal 229-235.

% Hasil Wawancara dengan Sarjito Misdi, selaku Wakil Sekretaris, pada tanggal 22
November 2014.
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Menurut Benny Subianto, simbol-simbol etnis yang melahirkan
politik etnis berlangsung di Indonesia era desentralisasi. Simbol-
simbol etnis berpengaruh besar terhadap kemenangan kandidat dalam
pemilu. Dalam pemilu seorang kandidat akan juga dilihat secara
personal berdasarkan daerah asalnya, bahasa ibunya dan etnisnya oleh
pemilih?’ Organisasi etnis berkembang pesat di Indonesia era
desentralisasi. Organisasi ini memiliki kedekatan antara anggota
dengan pengurus. Biasanya organisasi ini beraktivitas non politis.
Namun ketika pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan,
pengurus organisasi etnis akan menggiring anggotanya mendukung

kandidat tertentu.

5) Merekrut Aktivis Gerakan Reformasi

Banyak aktivis gerakan reformasi di Sleman yang menjadi
kekuatan politik pendukung Gerindra. Terlebih ketika Pileg dipilih
langsung, peranan aktivis gerakan reformasi semakin besar sebagai
kekuatan yang menopang suara Gerindra dan untuk membangun
kekuasaan di daerah. Salah satu bukti kehebatan bos lokal di Partai
Gerindra untuk mendulang suara di Sleman adalah keberhasilannya
mengkooptasi banyak aktivis gerakan mahasiswa ke dalam barisan
pendukungnya. Gerindra menjadi patron bagi aktivis gerakan

mahasiswa 98 di Sleman. Sebagian besar aktivis gerakan 98 menjadi

?’Benny Subianto, “Ethnic Politics and The Rise of The Dayak Bureaucracts in Local
Elections : Pilkada in Six Kabupaten in West Kalimantan”, dalam Maribeth Erb dan
Priyambudi SulistiyantoDeepening Democracy in Indonesia ? : Direct Elections for Local
Leaders (Pilkada), (Singapura : ISEAS, 2009), hal 327-330.
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kekuatan pendukung Gerindra. Gerakan mahasiswa terkooptasi karena
sistem yang dibangun feodal. Patron-kliennya sangat kuat. Ketika
sosok Fadli Zone menjadi Sekjen Gerindra, sebagian besar kekuatan
reformasi (aktivis 98) menjadi kekuatan pendukung.

Menurut Mikaela Nyman, aktivis gerakan 98 di Indonesia
mengalami kendala tidak bisa bersatu pasca kejatuhan Soeharto. Tidak
ada kesepakatan strategi apa yang dilakukan pasca jatuhnya Soeharto.
Mereka juga tidak berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan
politik terutama pada institusi-institusi politik formal hasil reformasi.
Mereka tidak mampu masuk ke dalam arena politik formal pada era
pasca reformasf

Karakter oposisi termasuk gerakan mahasiswa pada masa
sentralisme Orde Baru adalah secara institusional tidak terorganisir
dengan baik, terpecah dan multi ideologi. Ketika berada di era transisi
maka kekuatan oposisi ini akan berhadapan dengan kekuatan otoriter
yang masih kuat. Hasilnya oposisi tetap lemah dan konsolidasi cepat
dilakukan kelompok otoriter yang muncul menjadi penguasa. Hasilnya

tidak ada pembeda yang jelas antara reformis dan status quo.

b. Dukungan dari Kelompok Militan
Dalam mendulang suara, para bos lokal di Gerindra tidak lepas dari

melakukan praktek-praktek intimidasi melalui kaki tangannya, sebuah

#\ikaela Nyman, "Civil Society and the Challenges of the Post-Suharto Era”, dalam
Marco Bunte dan Andreas Efen (e@emocratization in Post-Suharto Indonesia, (London :
Routledge, 2009), hal 251-270.
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ormas kepemudaan. Ormas kepemudaan ini akan melakukan intimidasi
terhadap aktivis-aktivis atau kelompok yang berani melakukan kritik. Ormas
kepemudaan sebenarnya tidak terlalu besar lagi di Sleman, namun tetap saja
masih diperhitungkan. Namun bentuk intimidasi ini berupa apa, tidak
diketrahui secara jelas, namun hal ini menurut Bapak Sarjito hanya untuk
mengantisipasi, sebagaimana berikut:
“Menurut saya ada dukungan kelompok militan, terutama dalam
mengamankan suara adalah penting, terutama terhadap kelompok
yang melakukan kecurangan-kecurangan di pos-pos kantong suara
pemilihan. Hal ini dilakukan hanya untuk mengantisipasi, bukan hal-
hal yang negatif. seperti perlawanan, ancaman, ataupun kekerasanan.
Fenomena kelompok militan ini di Sleman menjadi sebuah pameo di
masyarakat untuk menang Pileg dan tidak sedikit mengajak yang
notabenenya preman- preman untuk dijadikan tim sukses. Dengan demikian
bos lokal di Gerindra dinilai dapat mengontrol kelompok-kelompok preman.
Berdasarkan hal-hal di atas, kemenangan Partai Gerindra bukanlah
sebuah kejutan. Justru kejutannya kalau Partai Gerindra kalah dalam
pemilihan Legislatif 2014 lalu di Dapil Sleman. Partai Gerindra menang
karena faktor peran bos lokal yang telah banyak membangun jaringan
politik di tingkat atas maupun bawah di Sleman.
Sebagai Partia yang masih sangat muda, kemenangan Partai Gerindra

merupakan kinerja keras yang dilakukan para kader dan pendukungnya (bos

lokal), dan oleh karena itu pola kerja dan peran bos lokal yang mengusung

®Hasil Wawancara dengan Sarjito Misdi, selaku Wakil Sekretaris, pada tanggal 22
November 2014.
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dan mendonasinya (Gerindra) punya peran yang besar sekali terhadap
pendulangan suara di Dapil Sleman dalam Pileg 2014 lalu. Kemenangan ini
dilihat dari Pileg 2009 yang hanya menempatkan wakilnya atau kadernya
satu orang, namun Pileg 2014 menjadi tujuh orang. Saya kira itu wajar
sekali. Karena peran Orang lokal dan jaringan politik yang luas membuat
kenaikan suara Partai Gerindra. Banyak orang kuat dan bos lokal yang loyal
mengabdi di sana. Justru kalau Partai Gerindra kalah itu aneh, sebagaimana
diakui oleh Sukaptono berikut ini:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara

terbanyak di Pileg 2014, namun bukan berarti PDIP yang menjadi

pemenang melainkan Partai Gerindra yang menjadi jawara pemilu
legislatif (pileg) 2014 di Sleman. Tentu saja itu bukan hasil perolehan
suara total. Tapi potensi lonjakan perolehan kursi di DPRD Sleman.

Dari hanya satu kursi pada Pileg periode 2009, kini meroket menjadi

tujuh kursi. Setidaknya, itu estimasi potensi perolehan kursi DPRD

Sleman periode 2014-2019 dari pleno hasil rekapitulasi penghitungan

jumlah suara partai oleh KPU Kabupaten Sleffan.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat ditegaskan bahwa kemenangan
Partai Gerindra karena adanya pengaruh dan peran orang-orang kuat lokal
atau bos lokal yang dapat mengatur pendulangan di Dapil Sleman. Mereka
merupakan aktor yang berpengaruh dan disegani meskipun mereka tak
langsung terjun ke lapangan. Selain Gerindra juga memiliki kelebihan
sebagai Partai baru yang banyak menarik simpatisan bagi pemilih baru dari

berbagai kalangan. Lawan beratnya, PDI Perjuangan seleanacto

menang, hamun PDI Perjuangan merupakan partai pemain lama yang sudah

\wawancara dengan R Sukaptono selaku Ketua DPC Gerindra Slpatantanggal
21 November 2014.
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beberapa kali mengikuti pemilu. Bahkan PDI Perjuangan di Yogyakarta
atau Sleman merupakan basis suaranya.

Partai Gerindra menang karena dia merupakan partai yang masih
sangat muda. Gerindra memiliki tokoh yang disegani dan kharismatrik di
sana. Partai Gerindra juga memiliki bos lokal yang siap dan loyal mengabdi
kepada partai dan tak diragukan lagi kinerjanya. Sebagaimana diakui oleh
KPUD Bapak Ahmad Shiddsleman berikut ini:

Gerindra menjadi pemenang Pileg 2014 karena melihat pemilu 2009,

Gerindra hanya menempatkan satu wakilnya di Anggota DPRD,

mungkin pada waktu itu masyarakat belum mengenal Partai Gerindra.

Namun di Pileg 2014 ini, Gerindra justru tampil sebagai pemenang,

meskipun PDI Perjuangan memperoleh suara sebanyak 12 Suara

untuk Dapil Sleman. Tentu hal ini sangat berarti bagi Partai

Gerindra®

Bagi kader Gerindra sendiri menilai banyak faktor yang menyebabkan
kemenangan partainyaPertama, Gerindra sudah dikenal masyarakat
terutama pada kalangan pemilih pemutaedua, Paguyuban etnis juga
dimobilisasi. Ketiga, Gerindra Sleman mempunyai 30.000-an pemilih
berdasarkan hasil pemilu 2014. Tetapi faktor terbesar tentu citra dan kader
Gerindra sendiri yang loyal dan militan. Di sampingnya itu adanya, para
donasi dari masyarakat yang mendanai langsung Pileg 2014 di Sleman; dan
ketiga Partai Gerindra dikenal masyarakat, karena kinerja kadernya yang

militan. Gerindra garap pemilih pemula. Paguyuban (etnis) kami dari partai

yang garap. Para donator (penyebutan bos lokal), kader yang militan

31 Wawancara dengan Bapak Ahmad Shidgi selaku Ketua KPU Kabupaten Sleman pada
tanggal 14 November 2014.
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Gerindra juga turun kesana dalam mengkampanyekan caleg-caleg Gerindra.

Adanya bos lokal yang berperan mengusung dan mendulang suara.
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f. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar

terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibatva.

2. Fungs Partai
Ada beberapa fungsi yang akan dilakukan oleh Partai Gerindra, yaitu:

a. Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa;

b. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab
menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;

c. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

d. Menghimpun, membangun, dan menggerakkan kekuatan rakyat guna
membangun masyarakat Pancasila;

e. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara;

f. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai
cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

g. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila
serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa
membedakan suku, agama, ras dan golongan;

h. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi

rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan

2Anonim, Arsip Profil Partai Gerindra DPC Sleman, 2007
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kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernEgara.

2 Ibid.
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PEDOMAN INTERVIEW

A.IDENTITASINFORMAN

Nama
Jabatan
Pendidikan Terakhir

B. DAFTAR PERTANYAAN

Apayang melatarbelakangi pendirian partai Gerindra?
Siapa-siapa pelopor pendirinya?

Apamisi, vis sertatujuan pendirinya?

Bagaimana strategi perekrutan kader gerindra?

Program apa sgja yang dilaksanakan dalam pengembangannya?
Apayang Anda ketahui tentang local boses (orang kuat)?

Bagaimana menurut anda adanyalocal boses dalam Partai?
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Apa kelebihan dan kekurangan dengan hadirnya local boses terutama dalam roda
kepartaian?
9. Bagimana menurut Anda, peran atau pengaruh local boses di partai, khususnya di

DPC Sleman?
10. Gerindra merupakan salah satu pemenang dalam Pileg dan Pilpres 2014,

bagaimana strategi Gerindra dalam memenangkan pileg dan pilpres terutama

dalam pendulangan suara di DPC Sleman?

11. Dalam pendulangan suara kemenangan pileg dan Pilpres 2014, apa ada

melibatkan peran local boses diluar struktur kepartaian?

12. Bagaimanal Apa bentuk keterlibatan local boses terhadap pendulangan suara

terutama di DPC Sleman?
13. Apakah menurut Anda kehadiran local boses yang menjalankan kepartaian
sesuai dengan keinginan masyarakat atau simpatisannya atau pendukungnya?
14. Apakah kehadiran local boses secara langsung atau tidak dapat meningkatkan
perolehan suara khususnya di DPC Sleman?
15. Bagaimana karakteristik local boses di Gerindra, terutama dalam menjalankan
roda kepartaian?
16. Bagaimana dan dimana peran local boses dalam mendulang suara khusus di
DPC Sleman?
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NIM . 08 2700%
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1 Makhraj Huruf
(tempat i )\/\_j

keluarnya huruf)

2 Ahkamul Huruf
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huruf) o

4 | Mad wal gashr

(paiane W
pendek) i
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(berhenti dan
memulai
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3 | Sifatul Huruf
(sifat huruf)
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wal harakah
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Name . Halimuddin Siregar
Date of Birth : September 20, 1989
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took TOEC (Test of English Competence) held on September 19, 2014 by
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*Validity : 2 years since the certificate’s issued
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